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ABSTRAK 
Nama   : IKBAL AMIR 
Nim   : 40400109017 
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/Ilmu Perpustakaan 
Judul                 :”Analisis Kode Etik Pustakawan di Badan Perpustakaan 
dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode 
Etik Pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: Bagaimana 
pelaksanaan kode etik pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan ? 
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di samping itu penelusuran melalui 
berbagai dokumen atau bahan pustaka yang erat kaitannya dengan masalah yang 
diteliti. Teknik analisis data yang tepat dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini meliputi 3 hal, yaitu pada bagian prtama mengulas 
tentang sejarah berdirinya Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, pada bagian kedua membahas tentang penerapan kode etik 
pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 
pada bagian ke tiga mengulas masalah kendala-kendala dalam pelaksanaan kode 
etik pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik 
pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
dijalankan sesuai dengan budaya masyarakatnya, budaya dan kode etik ini saling 
menguatkan terutama terkait dengan hubungan sosial yang menggunakan 
tatakrama dan saling mengharagai yang disimbolkan melalui sikap dan bahasa 
yang digunakan dalam melayani para pemustaka. Dengan kata lain 
pemahamannya tentang kode etik tersalurkan melaluai keseharian mereka dalam 
berinteraksi dengan Masyarakat. 
Kata kunci : Kode Etik Pustakawan, Perpustakaan 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi bertugas menyediakan 
koleksi yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan pemustaka serta 
menyediakan fasilitas, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan layanan 
informasi untuk dapat dimanfaatkan oleh pemustaka secara evektif dan evisien. 
Meluapnya informasi dalam berbagai jenis maupun bentuk media, mengharuskan 
pustakawan untuk melakukan perubahan terhadap perpustakaan yang peranannya 
sebagai mediator informasi, fasilitator, dan pendamping pendidik. 
Perpustakaan dan kode etik pustakawan adalah dua unsur penyangga 
sebuah ilmu pengetahuan. Kedua hal ini dapat dikatakan sebagai gerbang entitas 
masyarakat berbudaya baca. Perpustakaan menjadi pusat sumber daya informasi, 
sedangkan kode etik pustakawan sebagai aturan main bagi gerak laju kegiatan 
perpustakaan. perpustakaan dikatakan sebagai pusat sumber daya informasi 
karena perpustakaan mengelolah informasi mulai dari pengadaan sampai pada 
penyajiannya, sedangkan kode etik mengatur wilayah nilai-nilainya. 
Kode etik ini mengikat kepada pustakawan sebagai anggota profesinya, 
Pustakawan yang dimaksud adalah seorang yang memiliki kompetansi yang 
diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai 
tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 
perpustakaan (UU No 43, 2007). Artinya, orang yang disebut pustakawan adalah 
orang yang benar-benar mengerti ilmu perpustakaan, salah satunya adalah pernah 
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mengikuti pelatihan kepustakawanan yang kemudian diberi tanggung jawab oleh 
lembaga yang merekrut. 
Kode etik merupakan pijakan awal  bagi para profesi pustakawan dalam 
melaksanakan tugasnya di perpustakaan, yang  didalamnya memberikan pedoman 
tingkah laku yang dapat menghindarkan diri dari tindakan yang tidak profesinal 
(Wiji Suwarno 2013,94). Dengan kata lain kode etik syarat dengan pemberlakuan 
etika yang secara naluriah dimiliki setiap individu.  
Dalam ayat Al-Qur’an surah yasin ayat 38-40 memberikan penjelasan 
terkait kode etik sebagai acuan dalam bekerja sesuai dengan aturan yang ada, 
adapun ayatnya sebagai berikut:  
 َعْلُاريِدْق َتَكِلَذَا َّلٍَّّرَق َتْسُمِلِيرْج َُسْمَّشلاَو
﴿ِميِلَعْلِازِيز٣٨﴿ِيمِدَقْلِانوُجْرُعْلاََكداَعىََّتَلَزاََنُهَُانْر َّدَقَرَمَقْلاَو﴾٣٩ ِرْدُتَناا ََلي َِننَيُسْمَّشلا﴾َ﴾
﴿ َنوُحَنْسَي ٍكَلَفيِفٌّلَُكِورا ََّ نلاُقِباَسُل ْ يَّللا﴾ََوَرَمَقْلاَك٤٠﴾  
Artinya:“dan matahari berjalan ditempat peredarannya demikianlah ketetapan 
yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.dan telah Kami tetapkan bagi 
bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang 
terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua. tidaklah 
mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat 
mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS. 
Yasin : 38 – 40). 
 
Dalam ayat ini di jelaskan bahwa, matahari, bumi dan bulan dalam 
menerima amanah, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Ia tidak mempunyai 
pilihan, yang ada hanya instink untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa seluruh aktivitas 
manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, jinayat atau berbagai 
transaksi lainnya mempunyai konsekwensi hukum .  
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Dan manusia mempunyai hak untuk memilih dan mengikuti atau tidak 
melaksanakan apa yang ditawarkan kepadanya. Tetapi mengapa manusia saat 
menerima tawaran Allah berupa amanat disebut sebagai dzaluman Jahula (amat 
zalim dan bodoh). Setelah manusia menerima amanah itu, manusia mempunyaii 
tanggung jawab dan konsekwensi hukum dari semua yang diperbuatnya. Apabila 
ia menunaikan amanat dengan menggunakan akalnya, ia termasuk manusia yang 
cerdas, tetapi sebaliknya bila ia tidak sanggup menggunakan akal pikirannya 
untuk menunaikan amanat itu, maka manusia disebut sebagai menzalimi dirinya 
sendiri. 
Terkait dengan kode etik pustakawan yang telah dijadikan pedoman dan 
diamanahkan kepada seluruh anggota pustakawan maka suka atau tidak suka tetap 
harus dijalankan karna telah menjadi ketetapan dari organisasi induk dan telah 
disepakati oleh seluruh anggota.  
Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang 
secara tegas menyatakan apa yang benar dan salah bagi profesiaonal. Menurut 
Sulistyo Basuki (2001), tujuan kode etik sebenarnya adalah untuk mengatur ruang 
gerak para profesional agar memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau 
pengguna dan mencegahnya dari tindakan yang tidak profesional. Melvil Dewey, 
mengakatan bahwa kekuatan pustakawan terletak pada etika yang dimiliki (Bopp 
dan Smith 2001,29).  
Kemudian penelitian tentang Kode Etik pustakawan pernah dilakukan oleh 
Kathy Hotman, seorang direktur eksekutif Research Medical Library pada 
Universitas Texas. 
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Dari hasil penelitian ini memberikan wawasan bahwa kode etik mendapat 
tanggapan beragam dari pustakawan. Kode etik pustakawan belum dikenal secara 
menyeluruh oleh pustakawan anggota TLA (Texas Library Asosiation), karena 
belum dikenal, maka kode etik pustakawan tidak dihirauakan oleh para 
pustakawan sehingga yang seharunya menjadi orientasi dalam tugas sehari-hari ini 
belum efektif dilaksanakan.  
Badan perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
merupakan bagian dari perpustakaan umum, yaitu salah satu perpustakaan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Perpustakaan 
umum adalah perpustakaan yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa 
membedakan latar belakang status sosial, suku, agama, pendidikan dan 
sebagainya. Tujuan dari perpustakaan umum antara lain untuk memberikan 
kesempatan kepada warga masyarakat untuk menggunakan bahan pustaka dalam 
meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kesejahteraannya, menyediakan 
informasi yang murah, mudah, cepat dan tepat yang berguna bagi masyarakat 
dalam kehidupannya sehari-hari.  
Membantu dalam pengembangan dan pemberdayaan komunitas melalui 
penyediaan bahan pustaka dan informasi, b ertindak selaku agen kultural sehingga 
menjadi pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya, memfasilitasi 
masyarakat untuk belajar sepanjang hayat. Dalam hal ini tidak lepas dari kualitas 
kinerja pelayanan yang diberikan oleh pustakawan, sehingga perpustakaan ini 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
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Dalam penerapan dari kode etik pustakawan sebagaian besar  pustakawan 
belum menjalankan kode etik sepenuhnya, ini terlihat pada saat pemustaka di 
ruang pelayanan, ada pustakawan yang hanya diam ditempat duduk sampai 
pelayanan selesai,  ada yang asik bercengkrama sesama temanya tanpa 
memperhatikan pemustakanya. 
Melihat kondisi ini maka penulis memandang perlu melakukan penelitian 
terkait dengan penerapan kode etik pustakawan  di Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengimplementasikan kode etik 
pustakawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik satu rumusan 
masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana 
penerapan kode etik pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan? 
C. Devenisi Operasional 
1. Perpustakaan  
 
Dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan, (Rusina Sjahrul 
Pamuntjak 2000,1)  mendefenisikan perpustakaan adalah kumpulan buku-
buku yang tersedia dan dimaksudkan untuk dibaca, tempat menambah 
pengetahuan, tempat menambah informasi, tempat menambah keterangan 
atau tempat mencari hiburan melalui buku-buku bacaan dan lain-lain. 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan, perpustakaan adalah institusi 
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pengolah koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara 
profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 
pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perpustakaan 
adalah sebuah lembaga atau institusi yang menghimpun, mengolah, 
menyimpan berbagai koleksi pustaka, yang selanjutnya dapat digunakan 
serta dapat menambah pengetahuan bagi pemustaka. 
3. Pustakawan 
 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang 
diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta 
mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan 
dan pelayanan perpustakaan.  
4. Kode Etik 
Kode etik adalah sebuah landasan atau ukuran atas apa yang baik dan 
benar, kode etik adalah sebuah pernyataan ideal dan peraturan perilaku 
pekerjaan yang bertindak sebagai panduan perilaku yang diterapkan oleh 
diri pribadi yang melekat pada anggota sebuah kelompok profesi. 
Pendapat senada oleh (Quraisy Mathar 2013,03) mengemukakan 
bahwa kode etik adalah kebiasaan manusia yang berkaitan denga baik buruk 
yang telah disepakati secara tertulis dan menjadi sebuah pedoman. 
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahawa kode etik 
adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma 
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yang dibuat oleh organisasi profesi yang menjadi landasn perilaku dalam 
menjalankan peranan dan  tugas profesinya dalam masyarakat. 
5. Penerapan 
Menurut kamus besar bahasa indonesia penerapan adalah proses, cara, 
pebuatan menerapkan. Sedangkan Menurut J.S Badudu dan Sutan 
Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 
1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah 
mempraktekkan, memasangkan (Ali,1995:1044). 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu 
maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah 
dirumuskan 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitain  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagaia brikut: 
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kode etik pustakawan oleh para 
pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
2. Manfaat Penelitian. 
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 
sebagai berikut: 
a. Bagi instansi perpustakaan 
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1) Dapat diambil kesimpulan-kesimpulan umum yang bisa dijadikan 
dasar untuk menghadapi kasus-kasus dalam perpustakaan 
2) Kode etik dapat dijadikan tolak ukur penilaian tugas profesi 
seorang pustakawan dalam menjalankan tugas kepustakawanannya 
dan selanjutnya dijadikan bahan petimbangan jika kedepannya ada 
perubahan tentang kode etik pustakawan. 
b. Bagi pustakawanPenelitian ini dapat dijadikan pedoman awal dalam 
menjalankan kegiatan profesinya dalam perpustakaan serta 
meningkatkan kinerja profesi pustakawan. 
c. Bagi peneliti 
1) Tentunya dengan penelitian ini dapat dijadikan pengaplikasian 
teori yang selama ini yang dipelajari dalam diskusi-diskusi 
perkuliahan 
2) Dapat menambah informasi dan wawasan terkait dengan profesi 
kepustakawan secara umum dan terkhusus kepada kode 
etik pustakawan sebagai acuan dasar dalam dunia perpustakaan 
3) Kode etik pustakawan Sebagai bekal dalam menjalankan tugas 
profesi putakawan  ketika berkecimpung di dunia perpustakan  
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BAB II  
TINJAUAN TEORI 
A. Perpustakaan  
 
 Perpustakaan adalah lembaga yang menghimpun pustaka dan menyediakan 
sarana bagi orang untuk memanfaatkan koleksi pustaka tersebut (Soeatminah 
1991,32). Rusina Sjahrul Pamuntjak (2000,1) dalam bukunya Pedoman 
Penyelenggaraan Perpustakaan mengatakan perpustakaan adalah kumpulan buku-
buku yang tersedia dan dimaksudkan untuk dibaca, tempat menambah 
pengetahuan, tempat menambah informasi, tempat menambah keterangan atau 
tempat mencari hiburan melalui buku-buku bacaan dan lain-lain. 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan, perpustakaan adalah institusi pengolah 
koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan 
sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 
informasi, dan rekreasi para pemustaka. 
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perpustakaan adalah 
sebuah lembaga atau institusi yang menghimpun, mengolah, menyimpan berbagai 
koleksi pustaka, yang selanjutnya dapat digunakan serta dapat menambah 
pengetahuan bagi pemustaka.  
B. Pustakawan 
Pustakawan adalah orang yang mengelolah perpustakan beserta isinya, 
memilih buku, dokumen dan materi non buku yang merupakan koleksi 
perpustakaan dan menyediakan informasi serta jasa peminjaman guna memenuhi 
kebutuhan pemakainya. (Sulistyo Basuki, 2008). Kemudian, dalam Harold’s 
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librarians’ Glossary and Reference book (Prytherch, 2000), pustakawan adalah 
seorang yang mengelolah suatu bahan perpustakaan besrta isinya; termasuk 
melaukan penyeleksian, penyusunan dan pemanfaatannya, mentapkan layanan 
yang sesuai dengan kebutuhan segala jenis kelompok pengguna. Dengan demikian 
pustakawan adalah orang yang mengelolah perpustakaan beserta isinya untuk 
melayani kebutuhan informasi pengguna. 
Hermawan dan Zen (2006) menyatakan bahwa pustakawan dapat dianggap 
sebagai sebuah profesi karena sebagian besar kriteia telah dimilki, antara lain: 
a. Memiliki lembaga pedidikan, baik formal maupun non formal. 
b. Memiliki organisasi profesi, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) 
untuk Indonesia, Congress of Southeast Asia Librarian (CONSAL) untuk 
tingak regional dan internasional Federation of Library Association and 
Intitution (IFLA) untuk tingkat Internasional. 
c. Memiliki kode etik yang menjadi acuan moral bagi anggota dalam 
melaksanakan profesi. 
d. Memiliki majalah ilmiah sebgai sarana pengembangan ilmu serta 
komunikasi antar anggota seprofesi. 
e. Memiliki tunjangan profesi.    
C. Etika Profesi 
1. Etika  
Bertens (2007) merumuskan tiga arti mengenai kata “etika”. 
Pertama, kata “etika” bias dipakai dalam arti: nilai-nilai atau norma-norma 
moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam 
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mengatur tingkah lakunya. Kedua, “etika” berarti juga: kumpulan asas atau 
nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik. Ketiga, “etika” 
mempunyai arti: ilmu tentang yang baik atau buruk.  
 Selanjutnya kata yang yang hamper mirip dengan kata etika adalah 
etiket. Etika disini berarti moral dan etiket berarti sopan santun. Dalam 
Bertens (2007) terdapat persamaan dan perbedaan antara etika dan etiket. 
Persamaan antara etika dan etiket sebagai berikut: 
a) Etika dan etiket sama-sama menyangkut perilaku manusia. 
a) Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya 
member norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian 
menyatakan apa nyang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.  
Sedangkan perbedaan antara etika dan etiket antara lain: 
b) Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, 
sedangkan etika member norma tentang perbuatan.  
c) Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, sebaliknya, selalu berlaku, 
juga kalau tidak ada saksi mata. 
d) Etiket bersifat relatif, sedangkan etika jauh lebih absolut. 
e)  Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, 
sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. 
2. Profesi 
Menurt Kanter (2011), Profesi adalah sebutan jabatan dimana orang yang 
memandangnya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui 
training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga 
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penyandang profesi dapat membimbing atau member nasihat/saran atau 
juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Profesi dapat 
dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup 
dangan mengandalakan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan 
melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam (Keraf, 1998). 
Naagarazan (2006) mendefenisikan profesi sebagai any occupation/ job/ 
vocation that requires advanced expertise (skill and knowledge), self-
regulation, and concerted service to the public good. Profesi didefenisikan 
sebagai pekerjaan yang memerlukan pengembanagan keahlian 
(keterampilan dan pengetahuan), pengaturan diri dan diselenggarakan 
beradasarkan keputusan bersama untuk melayani masyarakat dengan baik. 
Dari berbagai defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi adalah 
suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, keahlian dan keterampilan 
khusus untuk melayani orang lain sesuai bidangnya masing-masing 
sekaligus bias menjadi tempat mencari nafkah hidup. 
 Dari istilah profesi, muncul istilah professional. Professional 
adalah sesorang yang hidup dengan memperaktikkan suatu keahlian 
tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut 
keahlian, sementara orang lain yang melakukan hal yang sama sekedar 
hobi, untuk senang-senang atau mengisi waktu luanng. Professional adalah 
orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, dilaksanakan sebagai 
suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu), dilaksanakan sebagai 
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sumber utama nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan  keterlibatan pribadi 
yang mendalam (Salam, 1997). 
 Kemudian, Magnis-Suseno dkk. (1993) menyatakan bahwa profesi 
menuntut agar bukan nafkah hidup yang menjadi motivasi utama, 
meliankan kesediaan untuk melayani sesama. Hal ini disebut sebagai 
profesi luhur. Dalam profesi luhur ini terdapat unsur pengabdian kepada 
masyarakat. Profesi luhur ini dilaksanakan lebih karena panggilan hidup. 
Orang yang mempunyai profesi luhur ini bahkan bersedia mengorbankan 
hidupnya hanya demi menunaikan profesinya. Menurut Salam (1997), 
semakin ia profesional dalam menjalankan profesinya, semakin baik pula 
dalam memperoleh nafkah hidup karena akan mendapatkan penghargaan 
yang tinggi dari masyarakat. Magnis-Suseno, dkk (1993) juga 
menyebutkan moralitas profesi luhur, antara lain sebagai berikut:  
a. Berani berbuat dengan bertekad 
Artinya, harus memiliki kepribadian moral yang kuat. Ia bukan orang 
yang mengikuti perasaan dan emosinya saja. Ia adalah orang bertekad 
tidak akan mundur dari apa yang diketahui merupakan kewajibannya, 
meskipun ia ditekan dan diancam. 
b. Kesadaran berkewajiban 
Agar dapat bertekad demikian, ia harus memiliki kesadaran tajam 
tentang tuntutan etika profesinya. Artinya, ia menantinya tidak hanya 
sebagai hobi, atau karena rekan-rekan profesi lain juga mentaatinya, 
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melainkan karena keyakinan sedalam-dalamnya bahwa tuntutan 
profesi itu merupakan kewajiban yang berat. 
c. Idealisme 
Tuntunan etika profesi luhur hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang 
yang memiliki idealisme dalam arti bahwa ia sungguh-sungguh, tanpa 
pamrih, mau melayani sesama menurut jalur-jalur profesinya. 
 Abraham Flexner (Bowden, 1994) dalam hermawan dan zen 
(2006) Menyatakan bahwa suatu profesi paling tidak memenuhi enam 
persyaratan sebagai profesi sebagai berikut: 
a. Profesi merupakan pekerjaan intelektual. Artinya bahwa suatu profesi 
harus mempunyai kebebasan intelektual dalam pemecahan masalah, 
terutama untuk memahami dan menguasai profesinya. 
b. Profesi merupakan pekerjaan ilmiah berdasarkan pengetahuan (sains). 
c. Profesi merupakan perkerjaan praktikal, dalam hal ini bukan hanya 
teori belaka tetapi harus dapat diterapkan dan dipraktekkan. 
d. Profesi harus terorganisasi secara sistematis. 
e. Profesi harus memiliki standar cara melaksanakannya dan mempunyai 
tolak ukur keberhasilaanya. 
f. Profesi merupakan pekerjaan alturisme yang berorientasi pada 
masyarakat yang dilayani bukan pada diri profesi itu sendiri. 
Sedangkan Menurut Dr. James J. Spillane dan artikel International 
Encyclopedia of Education, secara garis besar ciri-ciri khas profesi adalah 
sebagai berikut: 
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a. Suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju, dan 
pelakunya memiliki kemampuan intelektualitas tinggi. 
b. Bersifat teknis dan merupakan proses intelektual. 
c. Penerapan praktis dari teknis intelektual 
d. Pelakunya melalui periode panjang dalam menjalani pendidikan 
latihan, dan sertifikasi. 
e. Bidang kerja atau profesi tersebut tergabung dalam suatu asosiasi atau 
organisasi profesi tertentu sebagai wadah komunikasi, membina 
hubungan baik, dan saling bertukar informasi dengan sesama angota. 
f. Para pelakunya memperoleh pengakuan terhadap profesi yang 
disandangnya. 
g. Para pelaku profesi atau profesional harus memiliki perilaku yang baik 
dalam melaksanakan profesi dan penuh tanggung jawab sesuai dengan 
kode etik. 
Etika profesi merupakan salah satu jenis etika terapan atau etika khusus 
dalam filsafat moral. Dalam hal ini, etika profesi digunakan untuk membahas 
masalah etis dalam bidang profesi, khususnya profesi pustakawan. Etika profesi 
muncul karena dengan adanya keahlian yang dimiliki oleh suatu kelompok 
profesi, kelompok tersebut akan memiliki monopoli atas suatu keahlian dan ada 
bahaya bahwa profesi tersebut akan menutup diri dari orang luar sehingga 
membuat kecurigaan dari klien terhadap kelompok profesi tersebut. Untuk 
mengimbangi kecurigaan dari klien, maka dibuatlah kode etik untuk menjamin 
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kepentingan klien tersebut. Kode etik ini dapat dilihat sebagai produk dari etika 
terapan yang merupakan hasil pemikiran etis tentang profesi. 
Keraf (1998) mengemukakan bahwa ada empat prinsip etika profesi yang 
lebih berlaku untuk semua profesi pada umumnya. 
a. Prinsip tanggung jawab. 
Seorang profesional, selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan 
hasinya, juga bertanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan 
dan kepentingan orang lain, khususnya kepada kepentingan orang-orang yang 
dilayaninya.  
b. Prinsip keadilan  
Prinsip ini menuntut seorang profesional untuk tidak merugikan orang-orang 
yang dilayaninya serta tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. 
c. Prinsip otonomi 
Prinsip otonomi lebih merupakan tuntutan kepada dunia luar agar para 
profesional mendapatkan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan 
profesinya dengan batas-batas tertentu. 
d. Prinsip integritas moral 
Sebenarnya prinsip ini merupakan tuntunan kaum profesional atas dirinya 
sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, ia tidak akan sampai 
merusak nama baik serta citra dan martabat profesinya.  
D. Kode Etik Pustakawan 
Menurut Wiji suwarno (2013,170) secara fungsional berpendapat bahwa 
kode etik pustakawan sebagai suatu aturan untuk kejelasn kerja diantaranya agar 
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jelas dalam melayani pengguna dan berinteraksi dengan masyarakat. 
Pemberlakuan kode etik ini, menurutnya bergantung IPI (Ikatan Pustakawan 
Indonesia) yang berkomitmen untuk membuat pustakawan menjadi profesional. 
Sementara, pada tingkat pelaksanaannya, kode etik sesungguhnya 
berdasarkan etika yang telah dimiliki oleh individu pustakawan.Namun demikian, 
kode etik ini tetap diperlukan sebagai alat untuk mengatur pustakawan dalam 
bekerja.Hanya saja, kode etik jarang disentuh atau bahkan dibaca dan dipahami 
oleh pustakawan.Hal ini dipahami sebagai kesalahan dalam sosialisasi. 
Menurut Lasa HS (2009:174) Kode Etik Pustakawan adalah norma atau 
aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, 
citra, dan profesionalisme. Kode etik pustakawan Indonesia tercantum dalam 
AD/ART Pustakawan Indonesia. 
Kode Etik Pustakawan Indonesia Tahun 2006 menyatakan bahwa kode 
etik pustakawan Indonesia sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota 
Ikatan Pustakwan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang 
kepustakawanan.Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung 
jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya 
untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan 
masyarakat. 
E. Kode Etik Pustakawan dan Penjabarannya. 
 Kode etik pustakawan Indonesia memiliki subtansi yang dijabarkan dalam 
berbagai kewajiban yang dimiliki pustakawan, yaitu hubungannya dengan pribadi 
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yang dijabarkan dalam sikap dasar, pengguna, antar pustakawan, perpustakaan, 
organisasi profesi dan dengan masyarakat. 
a. Sikap dasar pustakawan pada pasal 3  
Kode etik pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh IPI pada 15 
November 2006 Menuangkan beberapa sikap dasar yang harus dimiliki, yaitu 
berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada 
umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya. Tugas 
pustakawan adalah melayani pemustakanya dengan baik.Maka, dalam kode 
etik ini, pustakawan dituntut untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat 
pemustaka untuk kemudian memberikan layanan sesuai dengan harapan 
pemustkanya. 
1) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin 
dan berkewajiban mengikuti perkembangan. Pustakawan adalah orang 
yang telah memiliki kompetensi dibidang perpustakaan. Artinya, ia 
memiliki kompetensi dibidang perpustakaan yang harus senantiasa 
ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk meningkatkan dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahliannya, dapat dilakukan 
dengan cara selalu mengikuti perkembangan dunia perpustakaan dan tidak 
berhenti untuk menuntut ilmu, terutama bidang kepustakawanan. Seperti 
yang dikatakan Hermawan dan Zen (2006) bahwa kewajiban ini 
dimaksudkan agar pustakawan dapat melaksanakan tugasnya dengan 
sebaik-baiknya dan mengerti perkembangan dan kemajuan bidang 
profesinya sehingga dapat dikatakan bahawa pustakawan di Indonesia ini 
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selalu up to date, tidak ketinggalan perkembangan informasi dan 
pengetahuan yang memang senantiasa berkembangan. 
2) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan 
tugas profesi. Pustakawan adalah manusia yang hidup sebagai makhluk 
pribadi dan sosial. Kaitannya dengan profesi pustakawan, pustakawan 
salain bertanggung jawab terhadap dirinya, ia bertanggung jawab dengan 
profesi pustakawan yang disandangnya. Sikapnya sebagai seorang 
pustakawan harus dibedakan dengan sikapnya sebagai pribadi. Seperti 
yang dikemukakan oleh (Hermawan dan Zen dalam Wiji Suwarno 
2013,116), bahwa kewajiban pustakawan ini menyiratkan makna bahwa 
pustakawan Indonesia harus bertindak profesional dalam tugasnya. 
Artinya, iya harus dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan 
kepentingan profesional. Pustakawan harus mengerti benar waktu dalam 
tugasnya. Ia harus mengerti benar kapan saatnya serius kapan saatnya 
bercanda dan mengerti benar di mana dan bagaimana seharusnya bersikap. 
3) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbang
an profesional. Pustakawan sebagai seorang profesional dituntut bersikap 
dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Setiap tugas yang 
dibebankan dilakukan atau dikerjakan secara profesional, begitu pula 
ketika memutuskan sesuatu harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip-
prinsip profesionalisme. 
4) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan 
kecuali atas jasa profesi. Pustakawan bukan profesi yang profit. 
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Keuntungan yang didapat pustakawan berasal dari jasa profesi yang telah 
dilakukannya. Hal yang mengisyaratkan sebagai larangan kepada 
pustakawan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Kode etik pustakawan 
Indonesia menghendaki pustakawan berlaku jujur, bersih dan 
menghindarkan diri dari segala bentuk penyelewengan dan 
penyalahgunaan kekuasaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun 
kepentingan golongan, dan juga agar fasilitas yang tersedia di 
perpustakaan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin (Hermawan dan Zen 
2006,179) 
5) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam 
ucapan maupun perbuatan. Pustakawan adalah individu yang hidup di 
dalam lingkungan masyrakat. Dengan demikian, pustakawan tidak lepas 
dari interaksinya dengan orang lain. Untuk menjaga martabat dan 
profesinya, pustakawan dituntut untuk dapat berintraksi dan melayani 
masyarakat dengan baik, santun dan bijaksana. 
b. Hubungan Dengan Pengguna/Pemustaka pada pasal 4 
 Sebenarnya, kepentingan utama putakawan ialah pemustaka yang dulu 
dikenal istilah pengguna, klien. Kewajiban pustakawan kepada masyarakat 
yang dimuat dalam kode etik pustakawan yang dikeluarkan IPI meliputi: 
1). Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi, 
pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, 
agama, status sosial, ekonomi, politik, gender kecuali ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan. Hak perorangan atas informasi di sini 
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bermakna sebagai hak seseorang/pemustaka mendapatkan informasi 
yang seluas-luasnya, dan kemudian menjadi  tugas pustakawan untuk 
dapat memberikan pelayanan kepada pemustaka dengan sebaik-baiknya. 
Pelayanan disini dapat bermakna bahwa pustakawan memberikan 
pelayanan atas prinsip pelayanan prima (cepat, tepat, mudah, murah, 
tertib, dan tuntas) pelayanan dilakukan dengan sopan dengan empat 
prinsip S, yaitu senyum, salam, sapa dan santun. Hermawan dan Zen 
(2006). Artinya, pemustaka adalah orang yang harus diberikan pelayanan 
dengan baik tanpa harus membedakan ras, agama, status sosial, ekonomi 
ketika mencari informasi di perpustakaan. Dengan demikian pelayanan 
yang diberikan kepada pemustaka ini benar-benar menunjukkan 
keprofesionalan pustakawan dalam bekerja dan berorientasi pada 
kepuasan pemustaka. 
2). Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi pengguna atas 
informasi yang diperoleh dari perpustakaan. Informasi yang diakses oleh 
pemustaka tidak dapat dideteksi oleh pustakawan. Pemustaka juga 
dengan leluasa dapat menggunakan informasi yang diaksesnya untuk 
kepentingannya tanpa harus ada interfensi dari pustakawan sebagai 
pengelolah informasi di perpustakaan. 
3). Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan 
kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari. Melindungi hak privasi 
di sini bermakna bahwa pemustaka memiliki hak untuk dilindungi segala 
privasinya dalam hal informasi yang dicarinya. Dalam artian bahwa 
22 
 
pustakawan dituntut untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan tersebut 
terutama yang berkaitan dengan informasi yang cari oleh pemustaka. 
4). Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual. Sejalan 
dengan pustakawan yang memiliki kewajiban melindungi hak privasi 
pemustaka, pustakawan juga harus pula mengakui dan menghormati 
hak milik intelektual. Artinya, informasi yang dikelolah oleh 
pustakawan, terutama yang menyangkut karya sese sorang, baik secara 
individu maupun kelompok berupa buku, majalah, kaset, disket, CD 
dan program komputer dan lain sebagainya adalah karya yang 
memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi. Untuk itu, pustakawan 
harus konsekuen dengan profesinya untuk melindungi hak cipta 
penulisnya dengan cara mencegah oknum-oknum yang ingin 
menggunakan karya tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan 
undang-undang. 
c. Hubungan Antar Pustakawan 
 Pada pasal 5 Kode Etik Pustakawan dicantumkan mengenai hubungan 
antar  putakawan sebagi beriku: 
1). Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan 
cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan. Pada poin ini tampaknya satu makna dengan pasal 3 
ayat 1 yang menjelaskan tentang sikap dasar pustakawan, kaitannya 
dengan hubungan antar pustakawan dapat diartikan dengan cara 
bekerja sama dengan pustakawan lain, pustakawan berusaha berbagi 
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ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk berusaha mengembangkan 
pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. 
2). Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya 
mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagaii 
perorangan maupun sebagai kelompok. 
3). Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang 
baik antara sesama rekan. Makna yang tersirat pada kewajiban ini 
adalah bahawa pustakawan dalam malaksanakan tugasnya sehari-hari 
harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, bersikap saling 
menghormati, adil, dan berusaha meningkatkan kesejahteraan 
bersama. 
4). Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap 
Korps Pustakawan secara wajar. Pustakawan adalah manusia, sama 
halnya profesi yang lainnya. Manusia memiliki tingakat kesadaran 
yang lebih baik dibandingkan makhluk yang lain. Untuk itu, sebagai 
pustakawan, kode etik menghendaki agar pustakawan memiliki 
kesadaran yang tinggi, kesetiaan, dan memberikan yang terbaik 
kepada korps atau kelompok profesinya dengan cara yang sesuai 
dengan kemampuan pustakawan. 
5). Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam 
maupun diluar kedinasan. Selain hal yang disebuut diatas, sesama 
rekan kerja pustakawan berkewajiban saling menegur, mengingatkan 
jika terjadi kekeliruan atau penyimpangan yang dapat merugikan 
24 
 
nama baik diri dan profesi. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap 
nama baik lembaga.  
d. Hubungan Dengan Perpustakaan pada pasal 6 yang tercantum dalam 
kode etik pustakawan sebagai berikut: 
1). Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut 
kegiatan jasa kepustakawanan. Perpustakaan adalah tempat kerja 
seorang pustakawan, maju tidaknya perpustakaan tergantung 
pada kompetensi pustakawannya dalam bekerja dan 
merealisasikan program-programnya. 
2). Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan 
perpustakaan. Semakin baik suatu perpustakaan, maka minat 
kunjung para pemustaka akan semakin besar. Untuk itu, 
pustakawan sebagai pengelolah informasi dituntut untuk aktif 
dan bertanggung jawab mengembangkan perpustakaan agar di 
masa depan perpustakaan menjadi pilihan utama masyarakat  
dalam mencari informasi.  
3). Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan 
pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.Tidak ada 
perpustakaan yan lengkap dan tidak ada pustakawan yang 
mampu meng-cover semua kebutuhan pemustaka seorang diri. 
Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi putakawan untuk bisa 
bekerjasama dengan perpustakaan dan pustakawan yang lain 
tanpa membedakan jenis perpustakaan yang ada. 
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e. Hubungan Pustakawan Dengan Organisasi Profesi pada pasal 7 
sebagaimana yang tercantum dalam kode etik pustakawan sebagai 
berikut: 
1). Membayar iuran keanggotaan secara disiplin.Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Pustakawan 
Indonesia telah mengatur mengenai Iuran yang harus diberikan 
pustakawan kepada organisasi profesinya (IPI). Iuran ini digunakan 
sebagai dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan yang 
diprogramkan IPI.  
2). Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan 
penuh tanggungjawab. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) 
merupakan organisasi yang menjadi penggerak kegiatan 
pustakawan Indonesia. Sebagai organisasi, IPI memiliki kegiatan 
program yang melibatkan anggotanya. Kode etik menganjurkan 
pustakawan untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut 
sesuai dengan kemapuan dan penuh rasa tanggung jawab. 
3). Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan 
pribadi. Pustakawan adalah individu yang syarat dengan 
kepentingan pribadi. Konsekwuensi ketika pustakawan telah 
bergabung dengan organisasi, ia dituntut untuk mengutamakan 
kepentingan para pemustaka daripa kepentingan pribadinya. 
f. Hubungan Pustakawan Dengan Masyarakat pada pasal 8 sesuai 
ketentuan kode etik pustakawan. 
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1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan 
organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan 
martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya. 
Kewajiban ini berarti pustakawan dalam menjalankan tugasnya 
harus menjaga martabat, moral, dan bekerjasama dengan 
berbagai orgnisasi lain untuk meningkatkan pelayanan yang baik, 
serta menjaga nama baik profesi, instansi tempat  bekerja, dan 
menjaga nama baik bangsa dan negara secara umum.   
2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam 
pengembangan kebudayaan di masyarakat.Masyarakat adalah 
sebuah komunitas yang berbudaya, masyarakat memiliki tradisi 
yang mencirikan eksistensinya. Pustakawan yang hidup 
didalamya dapat dikatakan menjadi bagian dari budaya tersebut. 
Kewajiban ini mengisyaratkan agar pustakawan memberikan 
nilai tambah bagi kebudayaan masyarakat. 
f. Pelanggaran pada pasal 9 
Pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi oleh 
Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh 
Pengurus Pusat IPI. 
g. Pengawasan pada pasal 10 
1) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi pustakawan 
dilakukan oleh lkatan Pustakawan Indonesia. 
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2) Dewan Kehormatan Pustakawan lndonesiamemeriksadan 
memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik 
profesi pustakawan. 
3) Keputusan Pengurus Pusat IPI berdasarkan ayat. 
4) Tidak menghilangkan sanksi pidana bagi yang bersangkutan. 
h. Ketentuan Lain pada pasal 11 
Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan pemberian 
pertimbangan sanksi pelanggaran kode etik Pustakawan diatur 
lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia. 
i. Penutup pada pasal 12 
Kode etik Pustakawan mengikat semua anggota lkatan Pustakawan 
Indonesia dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional 
dalam upaya meningkatkan citra pustakawan 
F. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Pustakawan 
1. Tujuan kode etik  
a. Menjaga martabat dan moral profesi. Kode etik profesi sering disebut 
sebagai kode etik kehormatan profesi sebab di dalamnya memuat 
aturan-aturan moral yang mengatur perilakau yang semestinya 
dilakukan oleh anggota profesi agar terhindar dari dekadensi moral 
yang menurunkan martabat dirinya sebagai anggota masyarakat.Maka, 
salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan 
moralnya. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi 
dan berimbas pada baiknya citra yang tinggi di masyarakat. 
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b. Memelihara hubungan anggota profesi. Kode etik jiga dibuat untuk 
mengatur hubungan diantara anggota. Dalam kode etik, diatur hak dan 
kewajiban kepada anggota profesi. Dengan demikian, satu sama lain 
saling menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan 
kesejahteraan bersama. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan 
mendukung keberhasilan bersama. 
c. Meningkatkan pengabdian anggota profesi. Dalam kode etik 
dirumuskan tujuan pengabdian profesi sehingga anggota profesi 
mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 
Oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaiman 
anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, 
para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdiannya kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, serta kemanusiaan. 
d. Meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi 
pustakawan, kode etik juga memuat kewjiban-kewajiban agar para 
anggota profesi berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu 
profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur agar para anggotanya 
mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggota profesi berkewajiban 
memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya 
dilakukan dalam wadah organisasi profesi.  
e. Melindungi masyarakat pemakai, Sebegai profesi pustakawan yang 
bertujuan melayani masyarakat. Melalui kode etik yang dimiliki, 
pustakawan dapat melindungi pemakai jasa, ketika ada anggota profesi 
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melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesi, 
maka kode etik menjadi rujukan bersama. 
2. Fungsi Kode Etik Pustakawan 
a. Mendorong para pustakawan untuk bertingkah laku secara professional 
dalam bidang p[erpustakaan yang tidak dipandang salah oleh teman-
teman sejawat dalam profesi. 
b. Mendorong anggota untuk mematuhi aturan yang telah di tetapkan  
c. Menuntut anggota agar mereka tidak memilih berperilaku yang 
mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan reputasii 
profesi atau asosiasi pustakawan. 
d. Mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional, yaitu (1) senantiasa 
mengikuti perkembangan dalam dunia perpustakaan dan cabang-
cabang kegiatan profesional lainnya dan (2) menghormati anggota 
profesi yang bertanggung jawab melakukan supervisi, pelatihan, atau 
tugas pustakawan lainnya. 
e. Tugas utama anggota adalah melayani pengunjung atau pengguna. 
f. Menempatkan anggota dengan kewajiban untuk memfasilitasi terhadap 
alur informasi dan ide-ide dan melindungi serta mendorong hak setiap 
individu untuk bebas dan hak akses yang sama terhadap sumber 
informasi tanpa diskriminasi dan dalam batas-batas hukum. 
g. Anggota harus memberikan kemampuan mereka yang terbaik dalam 
kewajiban kontrak yang harus dibayar kepada yang 
mempekerjakannya. 
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h. Anggota tidak boleh dengan sengaja menyajikan bahan pustaka yang 
mendorong terjadinya diskriminasi atau ras warna kulit, kepercayaan 
atau jenis kelamin. 
i. Anggota tidak boleh membocorkan `rahasia atau membocorkan setiap 
bahan pustaka yang harus dirahasiakan. 
j. Menjamin setiap tindakan dan keputusan anggota berdasarkan 
pertimbangan profesional. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metode brasal dari kata Yunani meta yang berarti “dari” atau “sesudah” 
dan hodos, yang berarti “perjalanan”. Kedua istilah tersebut dapat dipahami 
sebagai “perjalanan atau mengejar atau dari” satu tujuan. Oleh karena itu metode 
dapat didefenisikan sebagai “setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai 
tujuan akhir. Dalam penelitian, tujuan adalah data yang terkumpul dan metode 
adalah alatnya. Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai 
maksud, cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan sebuah kegiatan 
guna mencapai tujuan yang ditentukan, sehingga dapat dikatakan bahwa metode 
penelitian itu mengemukakan secara teknis tentang metode atau sarana khusus 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian.    
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri 
dapat diartikan sebagai proses investigative yang di dalamnya peneliti secara 
perlahan-lahan memaknai suatu fenomena sosial dengan membedakan, 
membandingkan, menggandakan, mengatalogkan dan mengklasifikan objek 
penelitian. Oleh karena itu jelas sekali bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk memahami situas, peristiwa, kelompok atau interaksi sosial tertentu. 
Peenlitian kualitatif ini juga melibatkan penelitinya untuk menyelami setting 
peneliti. Peneliti memasuki dunia informan melalui interaksi berkelanjutan, 
mencari makna-makna dan perspektif informan (Crewell, 298). Penelitian 
kualitatif memiliki beberapa karakteristik seperti : penelitian kualitatif berada 
dalam setting yang alamiah, berpijak pada dasar bahwa peneliti adalah instrumen 
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utama pengumpulan data, melibatkan beberapa metode pengumpulan data, 
bersifat induktif, didasrkan pada makna partisipa, seringkali menyatakan 
perspektif-perspektif teoritis, bersifat interpretatf dan juga holistic (Creswell, 
291). Oleh karena itu tetap mengandalkan data-data berupa teks dan gambar, 
memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya dan sumber dari strategi-
strategi penelitian yang berbeda-beda (Creswell, 258). 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
lokasi penelitian : Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Waktu Penelitian :  Dilaksanakan mulai tanggal 14 April s/d 14 Mei 2014 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan 
penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data dipilih, dan 
mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, 
yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari 
pendiriannya (Sugiono, 2013,181).  
Sesuai fokus penelitan, maka yang dijadikan sumber data adalah 
pegawai pustakawan yang ada di Badan Perpustakaan  dan Arsip Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan.  
D. Tekhnik Pengumpulan Data 
Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena  tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
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data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono 
2013,62). 
Selanjutnya dalam teknik pengumpulan data, maka dapat dilakukan 
dengan tiga cara yaitu: 
1.Observasi  
Nasution dalam Sugiyono (2013:64) menyatakan bahwa, observasi 
adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuan hanya dapat bekerja 
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 
melalui observasi.Data itu dikumpulkan dalam dan sering dengan bantuan 
berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil 
maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. 
2.Wawancara  
Esterberg dalam sugiyono, (2013:72) mendefenisikan wawancara 
adalah merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 
jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpuan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
harus diteliti, tapi juga apabila peneliti mengetahui hal-hal dari responden 
yang lebih mendalam. 
Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang 
diri sendiri, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. 
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3.Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 
berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang.Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 
harian sejarah kehidupan, ceritra, biografi, peraturan dan kebijakan. 
Dokumentasi yang berbentuk gambar  misalnya foto, gambar hidup, sketsa 
dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
E. Tekhnik Analisis Data 
Dalam hal analisis data kualitaitf, Bogdanmenyatakan bahwa analisis data 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari 
hasil wawncara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dipahami 
dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 
dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 
sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain 
(Sugiyono, 2013:88).  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
 
1. Sejarah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
 
Sejarah berdirinya Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi 
Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar pada mulanya hanya 
merupakan Taman Bacaan. Dimana  koleksinya merupakan kumpulan dari 
koleksi Perpustakaan Negara Indonesia Timur (NIT).  
Seorang Tokoh Pendiri di Makassar yaitu  Y.E. Tatengkeng 
berhasil menyelamatkan buku-buku dari perpustakaan Negara Indonesia 
Timur. waktu itu Bangsa Indonesia masih dalam suasana perang 
mempertahankan Negara Kesetuan RI. Beliaulah yang memimpin 
Perpustakaan Negara yang pertama yaitu tahun 1950, jabatan lain yang 
dipegang  adalah Kepala Kantor Kebudayaan yang berada di Makassar.  
Berkat perjuangan dan usaha Bapak Y.E. Tatengkeng resmilah 
perpustakaan ini dengan  nama Perpustakaan Negara Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Makassar. Setelah 
keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Republik 
Indonesia Nomor: 996 tahun1956, pada saat itu Perpustakaan Negara 
berkedudukan di Benteng Ujung Pandang (Makassar) dengan nama ”Fort 
Roterdam”. 
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Dalam Surat Keputusan tersebut diuraikan tugas  Perpustakaan 
Negara adalah sebagai berkut: 
1. a. Merupakan perpustakaan umum untuk selurh wilayah Provinsi. 
b. Membantu ikut serta memajukan Perpustakaan Rakyat setempat. 
2. Perpustakan merupakan petunjuk khsusus bagi Pemerintah Provinsi 
setelah daerah bagiannya dalam hal ini peraturan keputusan-
keputusan Pedoman-pedoman pengumuman-pengumuman resmi 
dengan menyediakan: 
a. Lembaran Negara (LN) 
b. Tambahan Lembaran Negara (TLN) 
c. Berita Negara (BN) 
d.Tambahan Berita Negara (TBN) 
e. Lembaran Daerah (LD) 
f. Buku-buku dan Bacaan lain yang dibutuhkan dan rapat 
dipergunaan instansi-instansi dan kantor-kantor pemerintah. 
Perpustakaan Negara berdiri langsung dibawah pimpinan Kepala 
Biro Perpustakaan,  pada tahun 1961 Perpustakaan Negara berpindah 
kejalan Jenderal Sudirman nomor 55 Ujung Pandang (Makassar)  pada 
gedung baru yang dibangun atas bantuan Gubernur Sulawesi Selatan yaitu 
Bapak Andi Pangerang pettarani yang terletak ditengah-tengah kantor 
wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan luas 508.75 m2.Dalam Perkembangan sesuai sejarah 
terbentuknya sehubungan dari perubahan organisasi departemen 
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Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0141 tahun 1969, yang memuat 
struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai tingkat 
Pusat sampai Tingkat Daerah. Dalam surat Keputusan tersebut 
Perpustakaan Daerah Indonesia tidak diberi gambaran struktur secara jelas. 
Hanya merupakan unit-unit pelaksana dari Lembaga Perpustakaan yang 
berkedudukan di Jakarta. 
Selanjutnya Pemerintah dalam hal ini Menteri pendidikan dan 
Kebudayaan untuk mengorganisasi struktur Depertemen Pendidikan dan 
Kebudayaan seperti dikemukakan diatas yang dicetuskan dalam Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :079/0/1975. Kedudukan 
Perpustakaan Negara Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan masih 
merupakan unit pelaksanaan dari pusat pembina perpustakaan 
(sebelumnya bernama lembaga perpustakaan) Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan di Jakarta. 
Meninjau Kebudayaan ini, maka Pemerintah menaruh perhatian 
untuk lebih memanfaatkan kedudukan perpustakaan Negara yang lebih 
besar diseluruh pelosok tanah air. Akhirnya pada tanggal 23 Juni 1978 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Nomor 
0199/0/1978. Perpustakaan Negara yang terbentuk pada tanggal 23 Mei 
1956 Nomor 291/03/s perubahan dengan nama Perpustakaan Wilayah 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan yang 
diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan 
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tentang Aturan Pelaksanaan Surat Keputusan tersebut yaitu pada tanggal, 
23 Juni 1979 nomor 095/1979.  
2. Struktur organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan terdiri dari 
 
 
 
3. Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
 
1. Visi 
Terdepan Dalam Pembinaan Dan Pelayanan Menuju Sulawesi 
Selatan Cerdas dan Berbudaya Tertib Arsip 
2.Misi 
a. Meningkatkan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan 
b. Meningkatkan dan menciptakan SDM yang profesional dalam 
bidang perpustakaan dan arsip. 
c. Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana perpustakaan dan 
kearsipan 
d. Meningkatkan kerjasama di bidang perpustakaan dan kearsipan 
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e. Meningkatkan layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi 
informasi 
f. Membina, mengembangkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat 
g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan, pembinaan dan 
pengawasan kearsipan dalam rangka tertib administrasi. 
4. Daftar personil kepegawaian Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Gambar 4.1 
Daftar personil kepegawaian Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai survei pada tanggal 30 Juni 2011 
berjumlah 149 orang dengan rincian latar pendidikan. 
LATAR PENDIDIKAN JUMLAH 
Master (S2) 15 orang 
Sarjana (S1) 104 orang 
Diploma III 9 orang 
Sma 21 
 
5.  Koleksi Perpustakaan 
Total jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini 
adalah    37.683  judul, 237.050 eksamplar, dengan rincian : 
Fiksi  :   3670  judul (8.034 eksamplar) 
Referens  :   9576  judul (57.535 eksamplar) 
Non Fiksi  : 24.437 judul (173.418 eksamplar) 
40 
 
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
1. Pelaksanaan Kode Etik Pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
a. Pemahaman pustakawan tentang kode etik pustakawan.  
Pemahaman merupakan proses kongnitif dalam rangka memberikan 
makna terhadap suatu objek. Dalam konteks sebuah organisasi, 
pemahamann atau asumsi ini menjadi keyakinan yang dianggap sudah ada 
oleh anggota organisasi. Berikut ini disajikan hasil wawancara mengenai 
Kode Etik Pustakawan Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Pustakawan 
Indonesia (IPI). 
Kode etik sudah sejak lama dikenal di kalangan pustakawan namun 
hal tersebut belum bisa menjadi jaminan bagi pustakawan untuk 
mengetahui pengertian kode etik. Ketika wawancara dilakakukan kepada 
salah satu staf pustakawan memberikan pengertian sebagai berikut: 
”Kode etik adalah aturan yang mengikat tentang bagaimana 
melakuakan pekerjaan didalam perpustakaan sehingga pekerjaan itu lebih 
terarah dan lebih baik, apalagi pada saat melayani para 
pengunjung”(Rosdiana). 
”kalau menurut saya kode etik itu de”, apalagi saya ini di bagian 
layanan umum tho, menurut saya adalah aturan yang meberikan kita 
arahan tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat 
dengan ramah dan sopan santun”(Marhidah). 
”kode etik ya. kalau menurut saya kode etik itu kan UU bagi 
pustakawan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai aturan yang 
tertera di dalam kode etit itu sendiri seperti misalkan saya ini di bagian 
layanan refrens tentunya harus melayangkan informasi sesuai aturan-
aturan yang ada”(Saderiah) 
”Kode etik pustakawan itu bagi saya adalah rambu-rambu yang 
harus di patuhi dan menjadi landasan awal untuk kegiatan pustakawan itu 
sendiri.”(Badaruddin).  
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Dengan demikian kode etik ini pada dasarnya sangat dibutuhkan 
oleh pustakawan sebagai landasan kerja serta pedoman tingkah laku 
pustakawan dan sarana kontrol sosial yang berimbas pada tumbuhnya 
kepercayaan masyarakat kepada perpustakaan sehingga mengangkat citra 
pustakawan. 
b. Sikap Dasar Pustakawan 
Sikap dasar penting untuk dilaksankan oleh pustakawan sebagai 
bentuk implementasi dan aktualisasi diri. Sesuai dengan poin pertama 
dalam sikap dasar pustakawan yaitu, berupaya melaksanakan tugas sesuai 
dengan harapan masyarakat dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada 
umumya. untuk itu penelitian ini mencoba menggali upaya yang dilakukan 
pustakawan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dan kebutuhan 
pengguna pada khususnya. Brikut wawancara dengan pustakawan di 
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
1) Berupaya melaksan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada 
umumnya dan kebutuhan pengguna pada khususnya. 
Tugas pustakawan secara umum adalah sebagai pelayan 
masyarakat, artinya segala perilaku maupun proses yang terjadi di 
perpustakaan sudah seharusnya berorientasi pada pemustaka. Nilai jual 
perpustakaan terletak pada pelyanan yang baik, pelayanan yang baik 
inilah yang sebenarnya diharapkan pemustaka pada umumnya 
sehingga mereka dihargai, dihormati, dan perhatikan pustakawan.  
Pertanyaan, apakah sudah dilaksanakan tugas ini dengan baik?  
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Untuk itu, penelitian ini mencoba menggali upaya-upaya 
pustakawan dalam rangka memenuhi harapan dan kabutuhan 
masyarakat dan pemustaka pada khususnya. Berikut ini hasil 
wawancara dengan pemustaka di Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Provinsi sulawesi selatan. 
”Begini de” sebenarnya kan itu rutinitas kerja kita 
diperpustakaan tentunya saat memberikan pelayanan haruski sopan dan 
ramah kepada semua pengunjung yang ada tentunya dan tidak 
memandang dia siapa dan darimana intinya bagaiamana membuat 
pengunjung ini merasa nyaman pada saat berada di perpustakaan” 
(Marhidah). 
 
Menurut ibu Marhidah bahwa seorang pustakawan dalam 
memberikan pelayanan kepada pemustaka harus bersikap sopan santun 
dan ramah tanpa harus memandang status sosial, agama dan suku serta 
menciptakan suasana nyaman bagi pemustaka pada saat berada di 
perpustakaan.  
Pendapat lain juga disampaikan oleh ibu saderiah tentang sikap 
dasar pstakawan namun iya lebih kapada kode etik dalam memberikan 
pelayanan kepada pemustaka. berikut jawaban ibu saderiah: 
”Kita itu de” kalau disini pengunjung itu dilayani dengan baik, 
kita tanya’ki kalau ada buku yang dibutukan dan dia tidak 
temukan.cuman disini kan kita layanan refensi itu tidak di pinjamkan 
kepada pemustaka tapi kalau di copy bisa, karna aturannya disini de” 
buku yang ada dilayanan referensi tidak bisa di bawa keluar atau 
dipinjamkan cukup di baca di tempat saja.”(Saderiah) 
 
Apa yang disampaikan oleh ibu Saderiah bahwa melayani 
pengujung itu tentunya harus diperlakukan dengan baik sesuai apa 
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yang mereka butuhkan, namun sedikit ada perbedaan bahwa khusus 
dilayanan referensi itu buku-buku yang ada tidak untuk di pinjam 
namun untuk di copy itu bisa karna dalam layanan referensi itu hanya 
memuat koleksi buku-buku rujukan, seperti ensiklopedi, kamus dan 
bibliogarafi 
Badaruddin juga mengungkapkan bahwa sikap dasar seorang 
pustakawan yang terkait dengan melaksanakan tugas sesuai dengan 
harapan masyarakat pada umumnya dan pemustaka pada khusnya. 
”kalau mangenai hal itu de’ seperti misalnya saya ini dibagian 
pengolahan tentunya adalah bagaimana saya melakukan pekerjaan saya 
sesuai aturan yang ada dan sesuai kemampuan profesi yang saya miliki 
seperti misalkan keseharian saya mengolah bahan pustaka dalam hal 
ini membuatkan katalog, kemudian mengkelas buku-buku berdasarkan 
panduan yanga ada, paling ituji de” yang saya lakukan” itu juga kan 
untuk kepentingan para pemustaka kita agar semuanya berjalan dengan 
baik (Badaruddin). 
 
Apa yang disampaikan oleh Pak Badaruddin yang bertugas di 
bagian pengolahan menjalankan aktifitasnya yaitu mengolah bahan 
pustaka, pengkatalogan serta mangakses buku-buku berdasarkan 
panduan yang ada itu tidak terlapas dari apa yang menjadi harapan 
masyarakat  
Demikian pula dengan ibu Rosdiana menjawab pertanyaan yang 
sama,  
Sebenarnya bgini de” ini kan rutinitas kerja dalam rangka 
memenuhi kebutuhan pengguna  sudah tentunya apa yang kita berikan 
tidak terlepas dari apa yang mereka harapkan karna kita sebagai seorang 
pustakawan sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang 
pustakawan”.(Rosdiana) 
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Menyimpulkan dari beberapa pendapat diatas (Marhidah, Saderiah, 
Badaruddin dan Rosdiana) Dengan demikian, terkait dengan kewajiban 
melaksanakan tugas sesuia harapan masyarakat dan kebutuhan 
pemustaka ini, pustakawan berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya dan memperhatiakan kebutuhan pemustaka. Kondisi ini 
sesungguhnya telah mencerminkan kompetensi profesional. 
2).  Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin 
dan berkewajiban mengikuti perkembangan. Kode etik pustakawan 
indonesia menghendaki agar seluruh pustakawan melakukan berbagai 
upaya untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan 
dan profesionalisme. Kewajiban ini dimaksudkan agar pustakawan dapat 
bekerja dengan sebaik-baiknya serta dapat dilakukan secara formal atau 
informal, sendiri, maupun bersama-sama. Berikut ini hasil wawancara 
denagan pemustaka di Badan Perpustakaan dan Asip Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
”Selama ini saya secara pribadi biasnya mengikuti seminar dan biasnya 
juga pelatihan-pelatihan karna biasanya sebelum ada pelatiahan pasti ada 
pemberitahuan sebelumnya” (Saderiah) 
 
”untuk bagian itu de” biasanya kita disini paling mengikuti seminar 
karna ituji yang biasa kita lakukan atau kalau ada bedah buku biasa juga 
kita ikuti dan biasa juga kita yang buat pelatihan jika ada teman-teman 
dari perpustakaan lain yang ingin belajar misalnya pembuatan katalog 
dan penentuan nomor kelas buku.”(Marhidah) 
 
”Untuk sementara ini untuk peningakatan mutu dan pengembangan ilmu 
untuk profesi perpustakaan kita lebih banyak mengikuti kegiatan-
kegiatan seminar baik itu di ruang lingkup perpustakaan disini maupun 
diluar daerah kita selalu aktif mengikuti karna melalui kegiatan ini kita 
biasa manambah wawasan dan pengetahuan kita karna kalau mau kuliah 
lagi kayaknya usia kita suadah terlalu tua untuk itu de”(Badaruddin). 
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 Kalau bagaian itu itu de” biasa kita hanya mengikuti seminar saja dan 
itu juga kalau ada informasi dari teman dan untuk kegiatan menambah 
wawasan saya ikut kursus untuk saat ini saya lebih pendalaman 
pengoperasian komputer dulu karna jujur saja saya belum banyak tau 
tentang komputer.”(Rosdiana). 
 
Dengan demikian , dalam rangka mempertahankan kompetensi dan 
mengikuti perkembangan, para informan mengikuti kegiatan yang 
hampir sama yaitu seminar dan pelatihan namun disisi lain dalam 
pengembangan penegtahuan, ada mengikuti pelatihan serta kursus dan 
dalam pengaplikasian ilmu terkadang ada yang melakukan pembinaan 
kepada pemustaka yang lain dalam bentuk pelatihan pembuatan katalog 
dan pengklasifikasian buku.  
3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap pribadi dan tugas 
profesi. Kewajiban ini mengisyaratkan bahwa seorang pustakawan harus 
bersikap profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya 
bahwa seorang pustakawan harus memisahkan anatar kepentingan 
pribadi dan profesi. Misalnya ketika diperhadapkan dengan kasus ada 
anggota keluarga atau teman dekat yang meminta tolong dipinjamkan 
buku diluar prosedur, atau bisa dikatakan diluar jam buka dan jumlahnya 
lebih dari ketentuan. Berikut ini hasil wawancara denagan pemustaka di 
Badan Perpustakaan dan Asip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
”Kalau saya secara pribadi de” tentunya harus sesuai prosedur yang ada 
kalaupun misalkan dia sangat butuh buku itu saya berusaha pinjamkan  
kartu saya agar tidak keluar dari prosedur yang ada dan jumlah bukunya 
pun harus sesuai dengan prosedur yang ada”.(Baderiah). 
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Apa yang disampaikan oleh ibu Baderiah berbeda dengan apa yang 
disampaikan oleh Ibu Saderiah terkait dengan pernyataan diatas, Karna 
sesuai dengan wilayah kerjanya khusus di bagian referensi.  
”Kalau saya de” bagaimana pun juga orang itu membutuhkan buku yang 
diminta saya mungkin tidak bisa penuhi karna semuanya harus sesuai 
prosedur yang ada, apalagi ini ruang referensi tentu koleksi yang ada 
tidak di layangkan secara terbuka. Bisa saja saya izinkan asalkan iya 
berada di ruangan ini tapi kalau ingin di pinjamkan jelas tidakmi de”. 
(Saderiah). 
 
”’Bagaimana di” kalau masalah itu dan saya berada di posisi itu saya 
mendingan ikut prosedur sajalah de’ apalagi saya inikan bukan dibagian 
layanan. Saya inikan di bagian pengolahan dan selama ini juga saya 
belum pernah temukan kasus begitu”.(Badaruddin) 
 
Sementara itu jawaban berbeda yang diutarakan oleh ibu rosdiana atas 
pernyataan sebagai berikut. Misalnya anda sekarang menerima 
pemustaka  dan iya meminta bantuan anda  sementara dilain sisi teman 
lama anda menelfon untuk ketemu, bagaiamana sikap anda terkait sikap 
ini.? 
”Kalau masalah itu ade” bagaiamana pun juga saya harus melayani 
pemustaka ini dan menyaelesaikan tugas-tugas yang ada, nanti setelah 
jam pulang baru saya meneyempatkatkan waktu untuk ketemu dengan 
teman lama atau kegiatan apa saja yang sifatnya prifatif.”(Rosdiana) 
  
4). Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan 
pertimbangan profesional. Selaras dengan kemajuan zaman, 
pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia terus 
meningkat. Populasi pengguna jasa informasi dari hari ke hari juga turus 
meningkat, bervariasi dan multi aspek. Tentu saja hal ini menuntut 
pustakawan bekerja secara profesional, mengkaji, dan memperhatikan 
kebutuhan informasi yang di butuhkan masyarakat. Berikut ini hasil 
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wawancara denagan pemustaka di Badan Perpustakaan dan Asip Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
“kalau bekerja secara profesional alhamdulillah kami disini sudah 
berusaha menjalankan dengan semaksimal mingkin, kalaupun kemudian 
misalkan ada pemustaka yang komplen terhadap pelayanan kami yang 
kurang sesuai keinginan mereka itu saya pikir lebih baik lagi karena ini 
juga menjadi motifasi bagi kami untk selalu melakukan perbaikan” 
(saderiah) 
 
Begini de’ saya mungkin akan memeberikan jawaban sesuai pengalaman 
disini ya, jadi selama ini kami menghadapi para pemustaka tentunya 
dengan macam-macam karakter, kadang ada yang bertanya tapi sikapnya 
yang kurang sopan, ya tetap kami layani baik  karena itu sudah menjadi 
tugas kami.(Baderiah) 
 
“saya rasa kami sudah bekerja secara profesional sesuai dengan tanggung 
jawab kami sebagai pustakawan ade’(Badaruddin) 
 
Kalau saya de” mengenai bekerja secara profesional saya rasa kami disini 
sudah cukup profesionalmi, kami merasa sudah menjalankan apa yang 
menjadi kewajiban kami sebagai seorang pustakawan.(Rosdiana) 
 
Menyimpulkan dari apa yang disampaikan informan diatas bahwa 
menjalankan tugas secara profesional bukanlah hal yang mudah namun 
dengan penuh rasa tanggung jawab yang besar terhadap profesi sebagai 
pustakawan maka ini akan tetap dijalankan dengan baik. 
5). Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan 
kecuali atas jasa profesi. Dalam hal ini sebagai seorang pustakawan 
harus mengindarkan diri dari memanfaatkan fasilitas yang disediakan 
untuk kepentingan pribadinya. Hal ini mengisaratkan bahwa kode etik 
menghendaki agar pustakawan tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Dengan demikian, diharapkan pustakawan bekerja dengan jujur, bersih 
dan menghindarkan diri dari segala bentuk penyelewengan dan penyalah 
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gunaan kekuasaan. Dalam rangka megimplementasikan kewajiban ini, 
beberapa pandangan pustakawan di Badan Perpustakaan dan Asip 
Daerah P rovinsi Sulawesi Selatan misalnya dalam menggunakan 
fasilitas kantor? 
Untuk masalah itu memang benar kadang saya pake fasilitas kantor untuk 
kepentingan pribadi saya, jujur saya biasa pake print untuk kalau ada 
tugas anak saya namun itu juga bukan skala besar toh jadi saya pikir 
masih bisa ji di toleril. (Badaruddin) 
 
Menurut Bapak Badaruddin terkait dengan mengambil keuntungan dari 
kecuali atas jasa profesi dalam hal ini menggunakan fasilitas kantor, 
memang pernah dilakukan namun itu juga ketika dalam skala yang kecil 
tapi untuk skala yang besar semestinya harus ada izin dari atasan. 
“kalau saya sih biasanya harus melapor dulu pada atasan, kalau ada izin 
yaa saya gunakan tapi kalau tidak ada tidak juga. (Saderiah) 
 
Menurut ibu Saderiah bahwa profesional itu ada siakap terbuka terhadap 
pimpinan, sekecil apaupun itu dalam menggunakan fasilitas kantor 
sementinya ada pemeberitahuan sebelumnya kepada atasan. 
6). Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam 
ucapan maupun perbuatan. Pustakawan adalah bagian dari masyarakat, 
sekaligus sebagai abdi masyarakat dalam hal pelayanan informasi, 
Kaitannya dengan pelayanan ini, Kode etik menghendaki agar 
pustakawan bersikap sopan dan bijaksana kepada masyarakat dan 
pemustaka khusnya.  
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c. Hubungan Dengan Pengguna/Pemustaka. 
Kode Etik Pustakawan, mengatur Hubungan antara pustakawan 
sebagai pengelolah perpustakaan dan pemustaka sebagai orang yang 
menggunakan jasa perpustakaan, menyangkut perilaku yang seharusnya 
dilakukan oleh pustakawan.Berikut wawancara dengan pustakawan di Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada saat melayani 
pemustaka dalam menelusuri informasi yang dibutuhkan. 
a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. 
pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, 
agama, status sosial,ekonomi, politik, gender, kecuali di tentukan oleh 
peraturan perundang-undangan. 
b. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi pengguna 
informasi yang diperoleh dari perpustakaan. 
c. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi pengguna 
informasi yang diperoleh dari perpustakaan. 
d. pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan 
kerahasiaan menyangkut informasi yang di cari. 
e. Pustakwan menghargai dan menghormati hak milik intelektual. 
”kalau ada pemustaka toh, yang ingin mencari buku terus dia tidak tau’ki 
dimana tempatnya maka kita arahkanki ke katalog online atau ke katalog 
kartu untuk mencari buku itu atau pustakawan sendiri yang mencarikkan 
di rak” (Rosdiana). 
 
Menurut Rosdiana, pada prinsipnya pustakawan membantu 
pemustaka menemukan informasi yang dibutuhkan, jika koleksi itu berada 
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di tempat tertentu, tugas pustakawan adalah mengarahkan pengguna 
tersebut serta menuntun hingga informasi atau koleksi buku yang di 
butuhkan telah di temukan. 
Sementara menurut Ibu Badriah pendapat terkait dengan menjaga 
hak privasi pemustaka serta tidak mengintervensi pemustaka atas 
informasi yang diperoleh. 
”terkait dengan menjaga privasi pemustaka ya? itu sebenaranya 
sudah menjadi kewajiban kita selaku pustakawan lagian juga kalau ada 
pemustaka yang datang selama ini kita tidak pernah bertanya apa dia 
mantan napi atau seorang perampok karna tugas kita hanya melayani tanpa 
membedakan status para pemustaka, (Badriah) 
 
Menurut Ibu Badriah bahwa seorang pustakawan itu harus tau 
bagaimana mendudukkan persoalan dan tau membadakan mana sifatnaya 
yang privatif dan mana yang umum terkait dalam memberikan pelayanan 
kepada pemustaka.  
Pendapat kedua informan diatas menyatakan bahwa tugas seorang 
pustakawan secara subtantif terletak pada pelayanan yang baik  terhadap 
para pemustaka termasuk dalam hal menjaga hak privatif pemustaka serta 
memberikan kebebasannya dalam menggunakan fasilitas serta penelusuran 
informasi di perpustakaan dengan tentunya sesuai aturan yang telah 
berlaku. 
d. Hubungan Antar Pustakawan.  
Pustakawan adalah suatau profesi yang memiliki wadah dalam 
kehidupan organisasinya. Artinya pustakawan tidak hidup sendiri, tetapi 
terdiri dari individi-individu yang memiliki arah yang sama dalam profesi, 
pustakawan sebagai rekan sejawat hrus menjunjung tinggi nilai-nilai 
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kekeluargaan, bersikap saling menghargai, menghormati, dan bertanggung 
jawab. Untuk mencapai keunggulan dalam profesi pustakawan, pustakawan di 
tuntut bekerjasama dengan pustakawan lain guna mengembangkan kompetensi 
profesi, serta memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap korps 
perpustakaan. Pertanyaanya apa yang dilakukan pustakawan dalam menyikapi 
hal ini? 
1. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan 
cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 
”selama ini yang kita lakukan bentuk kerjasamanya ya” biasanya itu 
kalau misalkan ada kegiatan tentang pelatihan atau seminar kita harus 
menginformasikan kepada pustakawan yang lain agar bisa ikut, terus 
biasanya juga kalau ada misalkan buku-buku yang sudah mau tata di 
rak tapi ada misalkan buku yang salah dalam penempatan nomor 
kelasnya, ya kita panggilki pustakawan di bagian pengolahan agar dia 
bisa bantuki perbaiki kembali”(Marhidah). 
 
Menurut Marhidah bahwa hubungan kerja samanya adalah bagaimana 
saling melengkapi dan saling menutupi ketika terdapat kesalahan 
dalam hal pengolahan penyusunan koleksi bahan pustaka yang akan di 
layangkan kepada pemustaka.   
2. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya 
mengembangkan kompetensi prfesional pustakawan, baik sebagai 
perorangan maupun sebagai kelompok.Berikut pendapat informan 
mengenai pernyataan di atas:  
Begini de”Terkait pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain 
dalam upaya mengembangkan kompetensi prfesional pustakawan 
harus bisa mengikuti perkembangan baru di masyarakat. Pustakawan 
 sebagai manajer informasi dan agent of change dalam masyarakat, 
dituntut untuk bisa membantu pemustaka dalam memenuhi kebutuhan 
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informasi yang diperlukan serta membantu memecahkan permasalahan 
yang dihadapi, (Badaruddin) 
 
3. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik 
antara sesama rekan. Berikut pendapat informan: 
“Bantuan yang  dapat diberikan pustakawan antara lain misalnya 
membantu dalam menyiapkan literatur yang dibutuhkan mahasiswa 
yang sedang melakukan penelitian, memberikan pelatihan-pelatihan 
kepada pemustaka terkait dengan penggunaan TI di perpustakaan dan 
layanan informasi yang disediakan perpustakaan”(Saderiah) 
 
“untuk persoalan ini tentunya yang harus terbangun adalah pendekatan 
persuasif serta pendekatak secara kekeluargaan kita. Kan enak juga 
kalau misalkan ada masalah yang munccul kemudian kita bisa 
selesaikan bersama-sama”. (Baderiah). 
 
Menurut ibu Baderiah bahwa untuk memupuk dan memelihara 
hubungn kersama itu tentnya dengan meghidupkan suasana 
kekeluargaan dan tentunya juga dengan cara pendekatan secara 
persuasif, ketika ini yang terbangun maka yakin bahwa hbingan 
kersama ini akan terbangun dengan baik. 
4. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap 
korps pustakawan secara wajar. 
Aktualisasi dalam hubungan kerajasama sesama pustakawan tercermin 
dalam aktifitas keseharian mereka misalnya dalam berbagi informasi dan 
saling menutupi kekurangan ketika terdapat kesalahan daiantara sesama rekan. 
e. Hubungan Antar Perpustakaan 
Hubungan pustakawan dengan perpustakaan adalah simbolis 
mutualisme, yaitu hubungan yang saling membutuhkan dan saling 
menguntungkan. Perpustakaan membutuhkan pustakawan sebagai pengelolah 
53 
 
hidupnya perpustakaan, sebaliknya pustakawan membutuhkan perpustakaan 
sebagai tempat aktualisasi keilmuan yang dimiliki.  
Berikut ini kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pustakawan 
terhadap perpustakaan yaitu:  
1. pustakawan ikut aktif merumuskan kebijakan menyangkut kegiatan jasa 
kepustakawanan. 
2. pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan 
3. pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman 
serta kerja sama semua jenis perpustakaan.  
Di bawah ini beberapa jawaban pustakawan mengenai hubungan kerja 
sama dengan perpustakaan. 
” kalau ada masalah pengambilan keputusan de” selalu kita di ikutkan 
dan ini diraptakan oleh seluruh anggota pustakawan, dari hasil rapat 
inilah kemudian diajukan ke pusat untuk dijadiakan bahan 
pertimbangan. terus masalah kerajasama de” kita disini ada namanya 
hunting data atau pengambilan data katalog kemudian kita olah datanya 
dari perpustakaan perguruan tinggi sampai ke kabupaten, data yang  
kita olah itu data-data katalog terbitan, terus yang biasa kita lakukan 
juga adalah peminjaman buku melalui jalur opak atau katalog online 
dari beberapa perpustakaan perguruan tinggi.”(Saderiah). 
 
Menurut ibu Saderiah bahwa hubungan kerjasama selama ini yang 
terlaksana lebih  kepada aktivitas pengolahan bahan pustaka seperti 
misalkan dalam hal pengolahan data katalog, sementara dalam hal 
perumusan dan pengambilan keputusan kibijakan itu selalu ada keikut 
sertaan untuk semua pustakawan dan ini di laksanakan dalam bentuk rapat 
anggota yang di kordinir oleh Kepala Badan Perpustakaan kemudian dari 
hasil rapat itu di ajukan ke organisasi induk untuk dijadikan bahan 
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pertimbangan terkait dengan perumusan atau Perubahan Peraturan 
Perundang-undangan.  
f. Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi. 
Pustakawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
organisasi profesinya, hidup dan berkembangnya organisasi profesi 
bergantung pada pustakawan sebagai pendiri dan anggotanya. Berikut 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pustakawan yaitu, 
1. membayar iuran keanggotaan, mengikuti kegiatan organisasi 
2. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh 
tanggung jawab. 
3. mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi. 
Dibawah ini beberapa tanggapan pustakawan terkait kewajiban diatas 
melalui wawancara di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
”kewajiban itu tetap kita lakukan termasuk iuran tiap bulannya, 
terus kalau ada kegiatan organisasi kita ikut seperti yang pernah 
dilakukan baru-baru ini yaitu seminar dan DIKLAT, terus kalau 
masalah pribadi dan kantor.kalau dikantor saya lebih dahulukan 
kepentingan profesi daripada pribadi, tapi biar diluar kalau itu 
kepentingan di kantor tetap kita dahulukan pekerjaan kantor daripa 
pribadi”(Rosdiana). 
Menurut Rosdiana, sebagai seorang pustakawan yang tentunya 
berada di bawah naungan organisasi tentunya kita harus memliki 
kesadaran akan tanggung jawab yang yang diamanahkan oleh organisasi 
tersebut.  
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”Selama ini yang kita lakukan atau yang kita ikuti itu adalah 
pelatiahan pustakawan saja, terus masalah iuran itu tetap ada dan itu di 
bayar perbulan karna itu memang suadah diwajibkan”(Badaruddin). 
Dari pendapat pustakawan diatas dapat disimpulkan bahwa 
kewaiban seorang pustakawan terhadap organisasi perpustakaan ini ter 
aktualisasi melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembanagan 
profesi, adapun bentuk kegiatan itu adalah pelatihan pustakawan dan 
workshop.  
g. Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat. 
Perpustakaan merupakan salah satu pusat layanan masyarakat yang 
menangani mengenai informasi. Pustakawan sebagai pengelolah merupakan 
bagian dari masyarakat. Hubungan pustakawan dengan masyarakat diatur 
dalam kode etik sebagai barikut: 
1. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas organisasi yang 
sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat komunitas serta 
komunitas yang dilayaninya. 
2. pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan 
kebudayaan di masyarakat 
Berikut ini tanggapan pustakawan terkait Hubungan Pustakawan 
dengan Masyarakat pada saat wawancara di Badan Perpustakaan dan 
Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
”selama ini kegiatan-kegiatan yang terjun kemasyarakat tidak 
pernah kalau di tempat saya, bagaimana kita ikut kegiatan kalau kita 
pulang jam 5 jam tujuh pagi kita harus ada di kantor jam empat kita 
pulang terus kalau adamaki di rumah kita harus urusi lagi 
keluarga”(Rosdiana). 
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Menurut Rosdiana bahwa kegitan-kegiatan perpustakaan yang 
sifatnya untuk pengembangan masyarakat untuk saat ini belum pernah 
ada, dan disisi lain karna persoalan waktu yang terlalu banyak menyita 
waktu di ruang kerja sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya terjun 
ke masyarakat tidak dapat terlaksana. 
”kegiatan yang kita laksanakan berhubungan dengan masyarakat 
ada,  diadakan story talling sekabupaten kota yang pesertanya dari 
tingkat SD, serta cerdas cermat dan lomba pidato untuk kategori SMA, 
SMP, sementara kegiatan-kegiatan yang bersifat kebudaayan kita 
belum ada tapi insya Allah nanti kita usahakan untuk diadakan” 
(Marhidah). 
 
”Kalau kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat selama ini kita 
laksanakan adalah kegiatan pengembangan budaya baca, disini kita 
sediakan koleksi buku bacaan yang dilayangakan dalam bentuk 
perpustakaan keliling, perpustakaan keliling ini mendatangi masyarkat-
masyarakat khusus dipedesaan atau daerah terpencil namun kita 
khsuskan pada wilayah makassar saja. terus ada namanya kegiatan 
story talling (lomba bercerita anak) yang di ikuti khusus oleh kalangan 
anak di tingkat SD dan SMP” (Saderiah) 
 
Lain halnya apa yang disampaikan oleh Marhidah dan Saderiah 
yang bekerja dibagian pelayanan umum dan referensi, bahwa kegiatan 
selama ini yang terkait dengan masyarakat selalu ada, termasuk 
pengembangan budaya baca melalui jalur perpustakaan keliling serta 
kegiatan-kegiatan yang sifatnya pedidikan yang dilaksanakan dalam 
bentuk lomba.(Story Talling). 
Dalam tahapan pelaksanaan terhadap pengembangan perpustakaan 
yang sifatnya langsung kemasyarakat, ini terlihat dari bentuk kegiatan 
pengembangan budaya baca melalui jalur perpustakaan keliling serta 
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kegiatan-kegiatan bersifat mendidik yang diolah dalam bentuk 
kegiatan lomba dimana peserta rata-rata dari tingkat SD dan SMP. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah mencermati analisis hasil penelitian tentang pelaksanaan kode etik 
pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daaerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kode etik pustakawan oleh 
pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
dilaksanakan sejalan dengan budaya atau adat kebiasaan dalam menajalani 
aktifitas mereka sebagai seorang profesi pustakawan. Kode etik dan budaya ini 
saling menguatkan, terutama terkait dengan hubungan sosial yang menggunakan 
tatakrama dan saling menghargai yang disimbolkan melalui sikap dan bahasa 
yang digunakan dan memahami porsi atau posisi masing-masing. 
Dengan demikian pemahaman pustakawan di Badan Perpustakaan dan 
Arsip Daaerah Provinsi Sulawesi Selatan. terbangun lewat pemahamannya 
terhadap etika yang dimiliki, atau dengan kata lain keseharian mereka dalam 
berinteraksi dengan masyarakat, pemahaman ini tersalurkan dari budaya kerja 
yang sudah ada, ajaran agama yang diyakini dan tradisi kehidupan 
bermasyarakatnya, sedangkan nilai-nilai kode etik, seperti loyalitas kerja, 
kebersamaan, kerja sama, tenggan rasa, saling menolong, dan solidaritas, 
dimunculkan bukan dari melihat butir-butir teks kode etik yang ada melainkan 
menerjemahkan pemahamannya terhadap hal-hal yang biasa dilakukan dalam 
pekerjaannya sehari-hari. 
Usaha-Usaha yang dilakukan dalam  rangka melaksanakan kode etik 
pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
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adalah berupaya bekerja dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, menaati aturan 
yang ada, loyal terhadap pimpinan, memberikan pelayanan sebaik mungkin 
kepada pemustaka. 
B. Saran. 
Dalam penelitian pelaksanaan kode etik pustakawan di Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan penulis melihat ada hal 
menarik yang menstimulus untuk memberikan saran-saran. Dengan harapan dapat 
memeberikan kontribusi pemikiran dalam pelaksanaan kode etik ini, saran-saran 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Agar sosialisasi kode etik lebih di tingkatkan lagi agar pemahaman 
pustakawan terhadap kode etik, mengingat mayoritas pustakawan belum 
mengetahui secara rinci kode etik meskipun iya sudah menjadi anggota IPI 
2. Agar IPI memberikan jabaran lebih khusus mengenai nilai-nilai yang 
dikandung dalam kode etik sehingga ketika pustakawan melaksanakan 
tugasnya, kode etik menjadi rujukan utama. 
3. Perlu adanya Tim khusus yang memantau ketiap-tiap perpustakaan seluruh 
pelosok tanah air mengenai pelaksanaan kode etik pustakawan, serta 
penegasan kepada pustakawan agar kode etik ini dapat dijadikan pedoman 
bukan hanya sebatas legalitas lembaga. 
4. Penelitian ini dapat dikatakan baru mengungkapkan sebagian kecil 
fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan kode etik pustakawan, sehingga 
IPI pada khususnya, perlu mengadakan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui berbagai permasalahan kode etik pustakawan. 
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LAMPIRAN 1 
 
KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA 
MUKADDIMAH 
 
Perpustakaan sebagai suatu pranata dan diadakan untuk kepentingan 
masyarakat.Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami 
tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan 
sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan antara profesi dan 
masyarakat pada umumnya. 
Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan 
Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. 
Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung  jawab yang 
setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna profesi, perpustakaan, organisasi 
profesi, dan masyarakat. 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
 
Kode etik pustakawan Indonesia merupakan : 
1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam 
melaksanakan tugas profesi pustakawan.  
2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, 
diamalkan dan diamanahkan oleh setiap pustakawan. 
3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri 
sendiri, sesame pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara. 
 
BAB II 
TUJUAN 
Pasal 2 
Kode etik pustakawan mempunyai tujuan: 
1. Membina dan membentuk karakter pustakawan  
2. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana control sosial 
3. Mencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antara sesama anggota dan 
antara anggota dengan masyarakat. 
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat 
citra pustakawan. 
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BAB III 
SIKAP DASAR PUSTAKAWAN 
pasal 3 
Sikap pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus 
dipedomani: 
1. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada 
umumnya dan kebutuhan perpustakaan pada khususnya. 
2. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan 
berkewajiban mengikuti perkembangan. 
3. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas 
profesi. 
4. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan 
professional. 
5. Tidak menyala gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas  
dasar. 
6. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat baik dalam ucapan 
maupun perbuatan. 
 
HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA 
Pasal 4 
 
1.  Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. pustakawan 
menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, status 
sosial,ekonomi, politik , gender, kecuali di tentukan oleh peraturan perundang-
undangan. 
2.  Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi pengguna 
informasi yang diperoleh dari perpustakaan. 
3.  pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan 
kerahasiaan menyangkut informasi yang di cari. 
4.  Pustakwan menghargai dan menghormati hak milik intelektual. 
 
HUBUNGAN ANTAR PERPUSTAKAAN 
Pasal 5 
 
1. Pustkawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara 
memelihara dna mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 
2. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya 
mengembangkan kompetensi prfesional pustakawan, baik sebagai perorangan 
maupun sebagai kelompok. 
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3. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yng baik 
antara sesame rekan. 
4. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps 
pustakawan secara wajar. 
5 Pustakawan menjaga nama baik dan maratabat rekan, baik di dalam 
maupun di luar kedinasan. 
 
HUBUNGAN DENGAN PERPUSTAKAAN 
Pasal 6 
 
1. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan 
jasa kepustakawanan 
2. Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan pustakawan 
 3. Pustakawan berupaya memebantu dan mengembngkan pemahaman serta 
kerja sama semua jenis perpustakaan. 
 
HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN 
ORGANISASI PROFESI 
Pasal 7 
 
1. Pustakawan membayar iuran keanggotaan secara disiplin. 
2. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung 
jawab. 
3. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. 
 
HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT 
Pasal 8 
1. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai 
berupaya meningkatkan harkat dan martabat komunitas serta komunitas yang 
dilayaninya. 
2. pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan 
kebudayaan di masyarakat. 
 
PELANGGARAN 
Pasal 9 
Pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan 
Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh pengurus pusat IPI. 
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PENGAWASAN 
Pasal 10 
 
1. Pengawasan pelaksanaan kode etik profesi pustakawan dilakukan oleh Ikatan 
Pustakawan Indonesia 
2. Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan 
pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan. 
3. Keputusan Pengurus Pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan 
sanksi pidana bagi yang bersangkutan. 
 
KETENTUAN LAIN 
Pasal 11 
 
Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan pemberian pertimbangan sanksi 
pelanggaran kode etik pustakawan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan 
Pustakawan Indonesia. 
PENUTUP 
Pasal 12 
 
Kode etik pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia 
dengan tujuan mengendaliakan perilaku professional dalam upaya meningkatkan 
citra pustakawan. 
 
       Ditetapkan oleh kongres IPI 
                                                        Di Denpasar, Bali 
 Pada tanggal 15 November 2006 
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LAMPIRAN 2 
ANGGARAN DASARIKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA 
MUKADIMAH 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta visi yang berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan terdorong oleh rasa tanggung 
jawab untuk ikut serta dalam usaha mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, 
khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi pada 
pengertian, keinsafan dan keyakinan bahwa perpustakaan dengan segala aspek 
kegiatannya mempunyai fungsi dan peranan penting dalam membangun bangsa 
dan negara, maka pustakawan Indonesia berikrar untuk bersatu guna bersama-
sama memberikan sumbangan dalam pembangunan negara dan bangsa di bidang 
pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 
Menyadari bahwa profesi, keahlian dan keterampilan pustakawan Indonesia 
dengan segala kaitannya perlu ditingkatkan dengan menghimpun pustakawan 
Indonesia dalam organisasi profesi, maka dengan ini di bentuklah Ikatan 
Pustakawan Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : 
BAB I 
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU 
 
Pasal 1 
Nama 
 
Organisasi ini bernama Ikatan Pustakawan Indonesia, disingkat IPI. 
 
Pasal 2 
Kedudukan 
 
Ikatan Pustakawan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik 
Indonesia. 
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Pasal 3 
Waktu 
 
Ikatan Pustakawan Indonesia di dirikan di Ciawi, Bogor pada tanggal 6 Juli 1973 
untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. 
BAB II 
AZAS, SIFAT, LAMBANG DAN BENDERA 
Pasal 4 
Azas 
 
Ikatan Pustakawan Indonesia berazaskan Pancasila 
 
Pasal 5 
Sifat 
 
Ikatan Pustakawan Indonesia merupakan organisasi profesi yang bersifat nasional  
dan mandiri. 
Pasal 6 
Lambang dan Bendera 
Lambang dan Bendera Ikatan Pustakawan Indonesia diatur dalam Anggaran 
Rumah Tangga. 
BAB III 
TUJUAN DAN KEGIATAN 
Pasal 7  
Tujuan 
 
Ikatan Pustakawan Indonesia bertujuan sebagai berikut : 
1. Meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia. 
2. Mengembangkan ilmu perpustakaan dokumentasi dan informasi. 
3. Mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk 
bangsa dan negara RI. 
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Pasal 8 
Kegiatan 
Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 7. Ikatan Pustakawan Indonesia 
melakukan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut : 
1. Mengadakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah di bidang 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi di dalam dan luar negeri. 
2. Mengusahakan keikutsertaan pustakawan dalam pelaksanaan program 
pemerintah dan pembangunan nasional di bidang perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi. 
3. Menerbitkan pustaka dan atau mempublikasikan bidang perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi. 
4. Membina forum komunikasi antar pustakawan dan atau kelembagaan 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 
BAB  IV 
ORGANISASI 
Pasal 9 
Struktur Organisasi 
 
Struktur organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia terdiri dari : 
1. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Pusat tingkat Nasional 
2. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Daerah pada tingkat Propinsi/Daerah 
Tingkat I 
3. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Cabang pada tingkat 
Kabupaten/Kotamadya/Wilayah kota administratif yang diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga 
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Pasal 10 
Pengurus 
Kepengurusan Ikatan Pustakawan Indonesia terdiri dari : 
1. Pengurus Pusat untuk IPI Pusat; 
2. Pengurus Daerah untuk IPI Daerah; 
3. Pengurus Cabang untuk IPI Cabang; 
Pasal 11 
Pengurus Pusat 
 
1. Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia  (PP-IPI) terdiri dari : 
Ketua Umum 
Ketua I. Membidangi Perpustakaan Umum 
Ketua II. Membidangi Perpustakaan Sekolah 
Ketua III. Membidangi Perpustakaan Khusus 
Ketua IV. Membidangi Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara, Komisi-
komisi. 
2. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 4 
tahun 
3. Ketua Umum tidak dibenarkan dijabat lebih dari dua kali masa jabatan 
secaraberturut-turut oleh orang yang sama 
4. Fungsionaris Pengurus Pusat tidak dibenarkan merangkap menjadi 
PengurusDaerah atau Pengurus Cabang 
5. Pengurus Pusat membentuk sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris 
Jenderal dibantu Sekretaris dan dapat mengangkat sekurang-kurangnya 
dua tenaga tetap Sekretariat. 
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6. Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat adalah sebagai berikut : 
a.Memimpin Organisasi 
b.Melaksanakan Keputusan Kongres 
c. Bertanggung jawab pada Kongres 
d. Melaksanakan Program Kerja dan keputusan lain yang ditetapkan 
olehKonggres 
e. Menyelenggarakan hubungan dengan berbagai pihak di dalam dan di 
luarnegeri 
f.Membina Pengurus Daerah 
Pasal 12 
Pengurus Daerah 
1. Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia tingkat Daerah (PD-IPI) 
terdiri dari : 
Daerah (PD-IPI) terdiri dari : 
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil, 
Bendahara, Komisi-komisi. 
2. Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah 
dandisahkan oleh Pengurus Pusat untuk masa jabatan 4 tahun 
3.  Ketua Pengurus Daerah tidak dibenarkan dijabat lebih dari dua kali masa 
jabatan secara berturut-turut oleh orang yang sama 
4.  Pengurus Daerah membentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris 
dan dapat mengangkat sekurang-kurangnya seorang tenaga tetap 
sekretariat 
5. Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah adalah sebagai berikut : 
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a. Melaksanakan kebijakan dan program Pengurus Pusat yang ditetapkan 
Kongres; 
b. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah dan melaksanakan Keputusan 
Musyawarah Daerah; 
c. Untuk mempertanggung jawabkan tugas (5) a di atas Pengurus Daerah 
wajib membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat; 
d. Membina Pengurus Cabang 
Pasal 13 
Pengurus Cabang 
 
1. Pengurus Cabang terdiri dari 
 
Ketua 
Wakil Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 
Seksi-seksi 
2. Suatu cabang dapat dibentuk apabila disuatu wilayah paling sedikit 
terdapat 20 orang anggota. Untuk wilayah yang jumlah anggotanya belum 
mencapai 20 orang, dapat menggabungkan diri pada Cabang terdekat di 
wilayah IPI Daerah. 
3. Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang serta 
disahkan oleh Pengurus Daerah untuk masa jabatan 4 tahun 
4. Tugas dan kewajiban Pengurus Cabang adalah sebagai berikut 
 
a. Melaksanakan kebijakan dan Program Kerja Pengurus Pusat serta 
Program Kerja Pengurus Daerah 
b. Mengelola anggota IPI Cabang dan menyusun daftar anggota 
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c. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang dan melaksanakan hasil 
Musyawarah Cabang 
d. Melaksanakan Pemungutan uang pangkal/iuran kepada anggota-anggota 
dan melaksanakan kewajiban mengirimkan kepada Bendahara Pengurus 
Pusat 10% dan Pengurus Daerah 15% dari uang pangkal dan iuran yang 
diterima Pengurus Cabang 
e. Membuat laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban kegiatan 
Pengurus Cabang kepada Pengurus Daerah. 
Pasal 14 
Pelindung, Panasehat dan Badan Pembina 
1. Pelindung, Penasehat dan Badan Pembina Ikatan    Pustakawan Indonesia 
terdiri dari : 
a. Untuk Pengurus Pusat adalah Menteri. 
b. Untuk Pengurus Daerah adalah Gubernur. 
c. Untuk Pengurus Cabang adalh Bupati atau Walikota. 
2. Pelindung, Penasehat dan Badan Pembina Ikatan Pustakawan Indonesia 
pada Tingkat Pengurus Pusat terdiri dari : 
a. Kepala Perpustakaan Nasional sebagai Ketua 
b. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat IPI sebagai anggota; 
c. Pustakawan Senior sebagai anggota; 
d. Ketua Umum Pengurus Pusat IPI sebagai Sekretaris. 
3. Pelindung, Penasehat dan Badan Pembina Ikatan Pustakawan Indonesia 
pada Tingkat Pengurus Daerah terdiri dari : 
a. Kepala Badan Perpustakaan Daerah atau nama lainnya di Provinsi; 
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b. Tokoh pemerhati perpustakaan. 
4. Pelindung, Penasehat dan Badan Pembina bertugas memberikan saran, 
nasehat kepada pengurus menyangkut kebijakan pelaksanaan Keputusan 
Kongres atau Musyawarah Daerah, AD/ART dan pelaksanaan kegiatan. 
BAB V 
KEANGGOTAAN 
Pasal 15 
Anggota 
 
1. Anggota Ikatan Pustakawan Indonesia terdiri dari : 
a. Anggota Biasa; 
b. Anggota Luar Biasa; 
c. Anggota Kehormatan. 
2. Anggota Biasa adalah : 
a. Warga negara Indonesia yang berpendidikan dan berpengalaman di 
bidangperpustakaan, dokumentasi dan informasi (pusdokinfo) 
b. badan/Lembaga yang bergerak di bidang perpustakaan, dokumentasi 
dan informasi (pusdokinfo 
3. Anggota Luar Biasa adalah: 
Warga negara yang tidak berlatar belakangpendidikan dan pelatihan 
pusdokinfo dan/atau tidak berprofesi di bidang pusdokinfo. 
4.  Anggota Kehormatan adalah : 
a. Mantan anggota Pengurus atau Badan Pembina yang karena jasanya 
kepada IPI diangkat sebagai Anggota Kehormatan. 
b. Anggota kehormatan ditingkat Pusat ditetapkan oleh Kongres atas usul 
Pengurus Pusat. 
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c. Anggota kehormatan ditingkat Daerah ditetapkan oleh Musyawarah 
daerah atas usul Pengurus Daerah. 
Pasal 16 
Hak dan Kewajiban Anggota 
 
1. Anggota Biasa mempunyai hak suara, bicara, memilih dan dipilih. 
2. Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara. 
3. Seluruh anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 
tangga, Kode Etik Pustakawan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan 
oleh pengurus. 
4. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran anggota. 
Pasal 17 
Hilangnya Keanggotaan dan hak Membela Diri 
 
1. Keanggotaan seseorang, Badan atau Lembaga dinyatakan hilang jika yang 
bersangkutan : 
a. mengundurkan diri 
b. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
c. melakukan perbuatan yang merugikan organisasi 
d. meninggal dunia atau bubar bagi Badan dan Lembaga. 
2. Anggota yang diberhentikan dengan hubungan pasal 17 ayat (b) dan ayat 
(c) di atas mempunyai hak membela diri. 
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BAB VI 
PERMUSYAWARATAN, KUORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN 
Pasal 18 
Permusyawaratan 
 
1. Permusyawaratan organisasi terdiri dari : 
a. Kongres 
b. Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) 
c. Musyawarah Daerah (Musda) 
d. Rapat Kerja Daerah (Rakerda); 
e. Musyawarah Cabang (Muscab). 
2. Kongres. 
a. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk 
1). Menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus 
Pusat. 
2). Meninjau, menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan 
AnggaranRumah tangga. 
3). Menetapkan Program Kerja.  
4). Memilih dan mensahkan Pengurus Pusat. 
b. Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Utusan-utusan Daerah, Utusan-
utusan Cabang dan Peninjau. 
c. Kongres diadakan 4 tahun sekali 
d. Kongres baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh 
lebih satu dari jumlah daerah. 
e. Hak suara dalam Kongres adalah : 
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1). tiga (3) hak suara untuk BadanPembina 
2).  lima (5) hak suara untuk Pengurus Pusat 
3).  tiga (3) hak suara untuk setiap Pengurus Daerah 
4).  satu (1) hak suara untuk setiap Pengurus Cabang 
5).  ditambah satu (1) hak suara untuk setiap 20 anggota. 
3. Rapat Kerja Pusat 
a. Rapat Kerja Pusat adalah forum tertinggi setelah Kongres untuk 
membahas pelaksanaan Program Kerja dan ketetapan-ketetapan 
organisasi 
b. Rapat Kerja Pusat dihadiri oleh Pengurus Pusat serta utusan-utusan 
Daerah dan cabang 
c. Rapat Kerja Pusat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu 
periode kepengurusan. 
4. Musyawarah Daerah 
a. Musyawarah Daerah merupakan pertemuan antara Pengurus Daerah 
dengan Pengurus Cabang untuk : 
1). menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus 
Daerah 
2). menetapkan Program Kerja 
3). menetapkan hal-hal yang dipandang perlu 
b. Musyawarah Daerah dihadiri oleh Pengurus Daerah, Utusan-utusan 
Cabang dan Peninjau 
78 
 
c. Musyawarah daerah diadakan 4 tahun sekali selambat-lambatnya 3 
bulan setelah Konggres. 
d. Musyawarah Daerah baru sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 
separuh lebih satu dari jumlah cabang 
e. Pengurus Daerah mempunyai delapan (8) hak suara, Pengurus Cabang 
lima (5) hak suara ditambah satu (1) hak suara untuk setiap sepuluh 
(10) orang anggota. 
5. Rapat Kerja Daerah. 
a. Rapat Kerja daerah merupakan pertemuan para Pengurus daerah 
dengan Utusan-utusan cabang untuk membahas pelaksanaan program 
kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi. 
b. Rapat Kerja Daerah diadakan satu kali dalam satu periode 
kepengurusan. 
6. Musyawarah Cabang 
a. Musyawarah Cabang merupakan pertemuan antara pengurus Cabang 
dengan seluruh anggota untuk : 
1). menilai dan mensahkan laporan pertanggung jawaban Pengurus 
Cabang; 
2). menetapkan Program Kerja; 
3). menetapkan hal-hal yang dipandang perlu; 
4). memilih dan mensahkan Pengurus Cabang. 
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b. Musyawarah Cabang diadakan 4 tahun sekali selambat-lambatnya 3 
bulan setelah Musyawarah Daerah. 
c. Musyawarah Cabang baru sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 
separuh lebih satu dari jumlah anggota. 
d.  Setiap anggota mempunyai satu (1) hak suara. 
Pasal 19 
Keputusan 
1. Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah mufakat. Jika 
tidak dicapai kemufakatan, maka keputusan diambil dengan suara 
terbanyak. 
2. Dalam hal terjadi suara seimbang keputusan diserahkan kepada 
kebijaksanaan pimpinan sidang. 
3. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas dan rahasia 
BAB VII 
DANA 
 
Pasal 20 
Dana 
 
Dana organisasi diperoleh dari : 
1. Iuran anggota 
2. Sumbangan yang tidak mengikat 
3. Hasil usaha organisasian IPI 
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BAB VIII 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI 
Pasal 21 
Perubahan Anggaran Dasar 
Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Kongres dengan persetujuan sekurang-
kurangnya separuh lebih satu dari jumlah suara. 
Pasal 22 
Perubahan Organisasi 
1. Pembubaran Organisasi IPI hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan 
persetujuan dua pertiga dari jumlah Daerah. 
2. Jika IPI dibubarkan, maka hak milik dan kekayaan organisasi diatur 
dengan keputusan Kongres. 
Pasal 23 
Lain-lain 
 
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 
2. Dalam keadaan luar biasa Pengurus Pusat dapat mengambil kebijaksanaan, 
dan dipertanggung jawabankan pada Kongres. 
3.  Anggaran dasar ini ditetapkan oleh Kongres dan mulai berlaku sejak 
ditetapkan. 
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LAMPIRAN 2 
Gambar 1 
Wawancara 1 
 
 
Wawancara 2 
 
Wawancara 3 
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Gambar 4 
Ruangan Layanan Referensi 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
Gambar 5 
Layanan umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
 
Gamabar 6 
Layanan Ruang Baca surat kabar, Majalah & Naskah Langkah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 
Layanan Ruang Baca Anak 
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Gambar 8 
Bagian Sirkulasi 
 
 
  
RIWAYAT HIDUP 
Ikbal Amir. Penulis adalah anak ke empat dari tujuh 
bersaudara. Lahir dari buah cinta dan kasih sayang antara 
Ayahanda Muh. Amir dengan Ibunda Niswa pada tanggal 21 
juni 1989, bertempat di Tokka, Kecamatan Sinjai Utara, 
Kabupaten Sinjai, kelurahan Alehanuae .Riwayat pendidikan, penulis menamatkan 
Sekolah Dasar pada tahun 1996 di SD Negeri 7 Panreng kabupaten Sinjai Utara, 
kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pada Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama dan tamat pada tahun 2002 di MTs Negeri Panreng Kabupaten Sinjai Utara. 
Kemudian melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas dan Alhamdulillah tamat 
pada tahun 2005 di MAN 2 Sinjai Utara. Pada tahun 2009 Mahasiswa Angkatan 2009 
di Jurusan Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humniura di Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 1 
 
KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA 
MUKADDIMAH 
 
Perpustakaan sebagai suatu pranata dan diadakan untuk kepentingan 
masyarakat.Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami 
tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan 
sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan antara profesi dan 
masyarakat pada umumnya. 
Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan 
Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. 
Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung  jawab yang 
setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna profesi, perpustakaan, organisasi 
profesi, dan masyarakat. 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
 
Kode etik pustakawan Indonesia merupakan : 
1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam 
melaksanakan tugas profesi pustakawan.  
2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, 
diamalkan dan diamanahkan oleh setiap pustakawan. 
3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri 
sendiri, sesame pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara. 
 
BAB II 
TUJUAN 
Pasal 2 
Kode etik pustakawan mempunyai tujuan: 
1. Membina dan membentuk karakter pustakawan  
2. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana control sosial 
3. Mencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antara sesama anggota dan 
antara anggota dengan masyarakat. 
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat 
citra pustakawan. 
 
 
BAB III 
SIKAP DASAR PUSTAKAWAN 
pasal 3 
Sikap pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus 
dipedomani: 
1. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada 
umumnya dan kebutuhan perpustakaan pada khususnya. 
2. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan 
berkewajiban mengikuti perkembangan. 
3. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas 
profesi. 
4. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan 
professional. 
5. Tidak menyala gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas  
dasar. 
6. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat baik dalam ucapan 
maupun perbuatan. 
 
HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA 
Pasal 4 
 
1. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. pustakawan 
menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, status 
sosial,ekonomi, politik , gender, kecuali di tentukan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
2. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi pengguna informasi 
yang diperoleh dari perpustakaan. 
3. pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan 
menyangkut informasi yang di cari. 
4. Pustakwan menghargai dan menghormati hak milik intelektual. 
 
HUBUNGAN ANTAR PERPUSTAKAAN 
Pasal 5 
 
1. Pustkawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara 
memelihara dna mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 
2. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya 
mengembangkan kompetensi prfesional pustakawan, baik sebagai perorangan 
maupun sebagai kelompok. 
3. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yng baik antara 
sesame rekan. 
4. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps 
pustakawan secara wajar. 
5. Pustakawan menjaga nama baik dan maratabat rekan, baik di dalam maupun 
di luar kedinasan. 
 
HUBUNGAN DENGAN PERPUSTAKAAN 
Pasal 6 
 
1. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa 
kepustakawanan 
2. Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan pustakawan 
3. Pustakawan berupaya memebantu dan mengembngkan pemahaman serta 
kerja sama semua jenis perpustakaan. 
 
HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN 
ORGANISASI PROFESI 
Pasal 7 
 
1. Pustakawan membayar iuran keanggotaan secara disiplin. 
2. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung 
jawab. 
3. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. 
 
HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT 
Pasal 8 
 
1. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai 
berupaya meningkatkan harkat dan martabat komunitas serta komunitas yang 
dilayaninya. 
2. pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan 
kebudayaan di masyarakat. 
 
PELANGGARAN 
Pasal 9 
 
Pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan 
Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh pengurus pusat IPI. 
 
 
PENGAWASAN 
Pasal 10 
 
1. Pengawasan pelaksanaan kode etik profesi pustakawan dilakukan oleh Ikatan 
Pustakawan Indonesia 
2. Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan 
pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan. 
3. Keputusan Pengurus Pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan 
sanksi pidana bagi yang bersangkutan. 
 
KETENTUAN LAIN 
Pasal 11 
 
Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan pemberian pertimbangan sanksi 
pelanggaran kode etik pustakawan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan 
Pustakawan Indonesia. 
 
PENUTUP 
Pasal 12 
 
Kode etik pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia 
dengan tujuan mengendaliakan perilaku professional dalam upaya meningkatkan 
citra pustakawan. 
 
       Ditetapkan oleh kongres IPI 
                                                        Di Denpasar, Bali 
 Pada tanggal 15 November 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
ANGGARAN DASARIKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA 
MUKADIMAH 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta visi yang berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan terdorong oleh rasa tanggung 
jawab untuk ikut serta dalam usaha mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, 
khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi pada 
pengertian, keinsafan dan keyakinan bahwa perpustakaan dengan segala aspek 
kegiatannya mempunyai fungsi dan peranan penting dalam membangun bangsa 
dan negara, maka pustakawan Indonesia berikrar untuk bersatu guna bersama-
sama memberikan sumbangan dalam pembangunan negara dan bangsa di bidang 
pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 
Menyadari bahwa profesi, keahlian dan keterampilan pustakawan Indonesia 
dengan segala kaitannya perlu ditingkatkan dengan menghimpun pustakawan 
Indonesia dalam organisasi profesi, maka dengan ini di bentuklah Ikatan 
Pustakawan Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : 
BAB I 
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU 
 
Pasal 1 
Nama 
 
Organisasi ini bernama Ikatan Pustakawan Indonesia, disingkat IPI. 
 
Pasal 2 
Kedudukan 
 
Ikatan Pustakawan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik 
Indonesia. 
 
Pasal 3 
Waktu 
 
Ikatan Pustakawan Indonesia di dirikan di Ciawi, Bogor pada tanggal 6 Juli 1973 
untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. 
BAB II 
AZAS, SIFAT, LAMBANG DAN BENDERA 
Pasal 4 
Azas 
 
Ikatan Pustakawan Indonesia berazaskan Pancasila 
 
Pasal 5 
Sifat 
 
Ikatan Pustakawan Indonesia merupakan organisasi profesi yang bersifat nasional  
dan mandiri. 
Pasal 6 
Lambang dan Bendera 
Lambang dan Bendera Ikatan Pustakawan Indonesia diatur dalam Anggaran 
Rumah Tangga. 
BAB III 
TUJUAN DAN KEGIATAN 
Pasal 7  
Tujuan 
 
Ikatan Pustakawan Indonesia bertujuan sebagai berikut : 
1. Meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia. 
2. Mengembangkan ilmu perpustakaan dokumentasi dan informasi. 
3. Mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk 
bangsa dan negara RI. 
 
 
Pasal 8 
Kegiatan 
Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 7. Ikatan Pustakawan Indonesia 
melakukan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut : 
1. Mengadakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah di bidang 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi di dalam dan luar negeri. 
2. Mengusahakan keikutsertaan pustakawan dalam pelaksanaan program 
pemerintah dan pembangunan nasional di bidang perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi. 
3. Menerbitkan pustaka dan atau mempublikasikan bidang perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi. 
4. Membina forum komunikasi antar pustakawan dan atau kelembagaan 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 
 
BAB  IV 
ORGANISASI 
Pasal 9 
Struktur Organisasi 
 
Struktur organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia terdiri dari : 
1. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Pusat tingkat Nasional 
2. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Daerah pada tingkat Propinsi/Daerah 
Tingkat I 
3. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Cabang pada tingkat 
Kabupaten/Kotamadya/Wilayah kota administratif yang diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga 
Pasal 10 
Pengurus 
 
Kepengurusan Ikatan Pustakawan Indonesia terdiri dari : 
1. Pengurus Pusat untuk IPI Pusat; 
2. Pengurus Daerah untuk IPI Daerah; 
3. Pengurus Cabang untuk IPI Cabang; 
Pasal 11 
Pengurus Pusat 
 
1. Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia  (PP-IPI) terdiri dari : 
Ketua Umum 
Ketua I. Membidangi Perpustakaan Umum 
Ketua II. Membidangi Perpustakaan Sekolah 
Ketua III. Membidangi Perpustakaan Khusus 
Ketua IV. Membidangi Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara, Komisi-
komisi. 
2. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 4 
tahun 
3. Ketua Umum tidak dibenarkan dijabat lebih dari dua kali masa jabatan 
secaraberturut-turut oleh orang yang sama 
4. Fungsionaris Pengurus Pusat tidak dibenarkan merangkap menjadi 
PengurusDaerah atau Pengurus Cabang 
5. Pengurus Pusat membentuk sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris 
Jenderal dibantu Sekretaris dan dapat mengangkat sekurang-kurangnya dua 
tenaga tetap Sekretariat. 
6. Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat adalah sebagai berikut : 
a.Memimpin Organisasi 
b.Melaksanakan Keputusan Kongres 
c. Bertanggung jawab pada Kongres 
d. Melaksanakan Program Kerja dan keputusan lain yang ditetapkan 
olehKonggres 
e. Menyelenggarakan hubungan dengan berbagai pihak di dalam dan di 
luarnegeri 
f. Membina Pengurus Daerah 
 
Pasal 12 
Pengurus Daerah 
 
1. Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia tingkat Daerah (PD-IPI) 
terdiri dari : 
Daerah (PD-IPI) terdiri dari : 
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil, 
Bendahara, Komisi-komisi. 
2. Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dandisahkan 
oleh Pengurus Pusat untuk masa jabatan 4 tahun 
3.  Ketua Pengurus Daerah tidak dibenarkan dijabat lebih dari dua kali masa 
jabatan secara berturut-turut oleh orang yang sama 
4.  Pengurus Daerah membentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan 
dapat mengangkat sekurang-kurangnya seorang tenaga tetap sekretariat 
5. Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah adalah sebagai berikut : 
a. Melaksanakan kebijakan dan program Pengurus Pusat yang ditetapkan 
Kongres; 
b. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah dan melaksanakan Keputusan 
Musyawarah Daerah; 
c. Untuk mempertanggung jawabkan tugas (5) a di atas Pengurus Daerah wajib 
membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat; 
d. Membina Pengurus Cabang 
 
Pasal 13 
Pengurus Cabang 
 
1. Pengurus Cabang terdiri dari 
 
Ketua 
Wakil Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 
Seksi-seksi 
2. Suatu cabang dapat dibentuk apabila disuatu wilayah paling sedikit terdapat 
20 orang anggota. Untuk wilayah yang jumlah anggotanya belum mencapai 
20 orang, dapat menggabungkan diri pada Cabang terdekat di wilayah IPI 
Daerah. 
3. Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang serta 
disahkan oleh Pengurus Daerah untuk masa jabatan 4 tahun 
4. Tugas dan kewajiban Pengurus Cabang adalah sebagai berikut 
 
a. Melaksanakan kebijakan dan Program Kerja Pengurus Pusat serta 
Program Kerja Pengurus Daerah 
b. Mengelola anggota IPI Cabang dan menyusun daftar anggota 
c. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang dan melaksanakan hasil Musyawarah 
Cabang 
d. Melaksanakan Pemungutan uang pangkal/iuran kepada anggota-anggota dan 
melaksanakan kewajiban mengirimkan kepada Bendahara Pengurus Pusat 
10% dan Pengurus Daerah 15% dari uang pangkal dan iuran yang diterima 
Pengurus Cabang 
e. Membuat laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban kegiatan Pengurus 
Cabang kepada Pengurus Daerah. 
 
Pasal 14 
Pelindung, Panasehat dan Badan Pembina 
1. Pelindung, Penasehat dan Badan Pembina Ikatan    Pustakawan Indonesia 
terdiri dari : 
a. Untuk Pengurus Pusat adalah Menteri. 
b. Untuk Pengurus Daerah adalah Gubernur. 
c. Untuk Pengurus Cabang adalh Bupati atau Walikota. 
2. Pelindung, Penasehat dan Badan Pembina Ikatan Pustakawan Indonesia pada 
Tingkat Pengurus Pusat terdiri dari : 
a. Kepala Perpustakaan Nasional sebagai Ketua 
b. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat IPI sebagai anggota; 
c. Pustakawan Senior sebagai anggota; 
d. Ketua Umum Pengurus Pusat IPI sebagai Sekretaris. 
3. Pelindung, Penasehat dan Badan Pembina Ikatan Pustakawan Indonesia pada 
Tingkat Pengurus Daerah terdiri dari : 
a. Kepala Badan Perpustakaan Daerah atau nama lainnya di Provinsi; 
b. Tokoh pemerhati perpustakaan. 
4. Pelindung, Penasehat dan Badan Pembina bertugas memberikan saran, 
nasehat kepada pengurus menyangkut kebijakan pelaksanaan Keputusan 
Kongres atau Musyawarah Daerah, AD/ART dan pelaksanaan kegiatan. 
 
BAB V 
KEANGGOTAAN 
Pasal 15 
Anggota 
 
1. Anggota Ikatan Pustakawan Indonesia terdiri dari : 
a. Anggota Biasa; 
b. Anggota Luar Biasa; 
c. Anggota Kehormatan. 
2. Anggota Biasa adalah : 
a. Warga negara Indonesia yang berpendidikan dan berpengalaman di 
bidangperpustakaan, dokumentasi dan informasi (pusdokinfo) 
b. badan/Lembaga yang bergerak di bidang perpustakaan, dokumentasi 
dan informasi (pusdokinfo 
3. Anggota Luar Biasa adalah: 
Warga negara yang tidak berlatar belakangpendidikan dan pelatihan 
pusdokinfo dan/atau tidak berprofesi di bidang pusdokinfo. 
4.  Anggota Kehormatan adalah : 
a. Mantan anggota Pengurus atau Badan Pembina yang karena jasanya 
kepada IPI diangkat sebagai Anggota Kehormatan. 
b. Anggota kehormatan ditingkat Pusat ditetapkan oleh Kongres atas usul 
Pengurus Pusat. 
c. Anggota kehormatan ditingkat Daerah ditetapkan oleh Musyawarah 
daerah atas usul Pengurus Daerah. 
Pasal 16 
Hak dan Kewajiban Anggota 
 
1. Anggota Biasa mempunyai hak suara, bicara, memilih dan dipilih. 
2. Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara. 
3. Seluruh anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 
tangga, Kode Etik Pustakawan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan 
oleh pengurus. 
4. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran anggota. 
 
Pasal 17 
Hilangnya Keanggotaan dan hak Membela Diri 
 
1. Keanggotaan seseorang, Badan atau Lembaga dinyatakan hilang jika yang 
bersangkutan : 
a. mengundurkan diri 
b. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
c. melakukan perbuatan yang merugikan organisasi 
d. meninggal dunia atau bubar bagi Badan dan Lembaga. 
2. Anggota yang diberhentikan dengan hubungan pasal 17 ayat (b) dan ayat 
(c) di atas mempunyai hak membela diri. 
 
BAB VI 
PERMUSYAWARATAN, KUORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN 
Pasal 18 
Permusyawaratan 
 
1. Permusyawaratan organisasi terdiri dari : 
a. Kongres 
b. Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) 
c. Musyawarah Daerah (Musda) 
d. Rapat Kerja Daerah (Rakerda); 
e. Musyawarah Cabang (Muscab). 
2. Kongres. 
a. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk 
1). Menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus 
Pusat. 
2). Meninjau, menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan 
AnggaranRumah tangga. 
3). Menetapkan Program Kerja.  
4). Memilih dan mensahkan Pengurus Pusat. 
b. Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Utusan-utusan Daerah, Utusan-
utusan Cabang dan Peninjau. 
c. Kongres diadakan 4 tahun sekali 
d. Kongres baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh 
lebih satu dari jumlah daerah. 
e. Hak suara dalam Kongres adalah : 
1). tiga (3) hak suara untuk BadanPembina 
2).  lima (5) hak suara untuk Pengurus Pusat 
3).  tiga (3) hak suara untuk setiap Pengurus Daerah 
4).  satu (1) hak suara untuk setiap Pengurus Cabang 
5).  ditambah satu (1) hak suara untuk setiap 20 anggota. 
3. Rapat Kerja Pusat 
a. Rapat Kerja Pusat adalah forum tertinggi setelah Kongres untuk 
membahas pelaksanaan Program Kerja dan ketetapan-ketetapan 
organisasi 
b. Rapat Kerja Pusat dihadiri oleh Pengurus Pusat serta utusan-utusan 
Daerah dan cabang 
c. Rapat Kerja Pusat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu 
periode kepengurusan. 
4. Musyawarah Daerah 
a. Musyawarah Daerah merupakan pertemuan antara Pengurus Daerah 
dengan Pengurus Cabang untuk : 
1). menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus 
Daerah 
2). menetapkan Program Kerja 
3). menetapkan hal-hal yang dipandang perlu 
b. Musyawarah Daerah dihadiri oleh Pengurus Daerah, Utusan-utusan 
Cabang dan Peninjau 
c. Musyawarah daerah diadakan 4 tahun sekali selambat-lambatnya 3 
bulan setelah Konggres. 
d. Musyawarah Daerah baru sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 
separuh lebih satu dari jumlah cabang 
e. Pengurus Daerah mempunyai delapan (8) hak suara, Pengurus Cabang 
lima (5) hak suara ditambah satu (1) hak suara untuk setiap sepuluh 
(10) orang anggota. 
5. Rapat Kerja Daerah. 
a. Rapat Kerja daerah merupakan pertemuan para Pengurus daerah 
dengan Utusan-utusan cabang untuk membahas pelaksanaan program 
kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi. 
b. Rapat Kerja Daerah diadakan satu kali dalam satu periode 
kepengurusan. 
6. Musyawarah Cabang 
a. Musyawarah Cabang merupakan pertemuan antara pengurus Cabang 
dengan seluruh anggota untuk : 
1). menilai dan mensahkan laporan pertanggung jawaban Pengurus 
Cabang; 
2). menetapkan Program Kerja; 
3). menetapkan hal-hal yang dipandang perlu; 
4). memilih dan mensahkan Pengurus Cabang. 
 
b. Musyawarah Cabang diadakan 4 tahun sekali selambat-lambatnya 3 
bulan setelah Musyawarah Daerah. 
c. Musyawarah Cabang baru sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 
separuh lebih satu dari jumlah anggota. 
d.  Setiap anggota mempunyai satu (1) hak suara. 
Pasal 19 
Keputusan 
1. Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah mufakat. Jika 
tidak dicapai kemufakatan, maka keputusan diambil dengan suara 
terbanyak. 
2. Dalam hal terjadi suara seimbang keputusan diserahkan kepada 
kebijaksanaan pimpinan sidang. 
3. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas dan rahasia 
 
BAB VII 
DANA 
 
Pasal 20 
Dana 
 
Dana organisasi diperoleh dari : 
1. Iuran anggota 
2. Sumbangan yang tidak mengikat 
3. Hasil usaha organisasian IPI 
 
 
BAB VIII 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI 
Pasal 21 
Perubahan Anggaran Dasar 
Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Kongres dengan persetujuan sekurang-
kurangnya separuh lebih satu dari jumlah suara. 
 
Pasal 22 
Perubahan Organisasi 
 
1. Pembubaran Organisasi IPI hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan 
persetujuan dua pertiga dari jumlah Daerah. 
2. Jika IPI dibubarkan, maka hak milik dan kekayaan organisasi diatur 
dengan keputusan Kongres. 
Pasal 23 
Lain-lain 
 
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 
2. Dalam keadaan luar biasa Pengurus Pusat dapat mengambil kebijaksanaan, 
dan dipertanggung jawabankan pada Kongres. 
3.  Anggaran dasar ini ditetapkan oleh Kongres dan mulai berlaku sejak 
ditetapkan. 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
Gambar 1 
Wawancara 1 
 
 
Wawancara 2 
 
Wawancara 3 
 
 
 
Gambar 4 
Ruangan Layanan Referensi 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
Gambar 5 
Layanan umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamabar 6 
Layanan Ruang Baca surat kabar, Majalah & Naskah Langkah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 
Layanan Ruang Baca Anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 
Bagian Sirkulasi 
 
 
 
